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PEPISEBOANTEF`BATAS

Menimbang     :    a    a berdasarkan      Permohonan      Notaris
WAN   SOERODJO,   SH.,   MSI.   sesuai   Akta

71 Tanggal 09 Juni 2015 tentang  Perubahan

ggaran  Dasar  PT  UNGGUL  INDAH  CAHAYA  Tbk
ggal  07  Juli  2015  dengan  Nomor  Pendaftaran

015070731230076      telah      sesuai      dengan
persyaratan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;

b   Bahwa   berdasarkan   pertimbangan   sebagaimana
dimaksud    dalam    huruf   a,    perlu    menetapkan
keputusan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia
tentang   Persetujuan   Perubahan  Anggaran   Dasar
PT   UNGGUL   INDAH   CAHAYA   Tbk;
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Menetapkan
KESATU

PEF]SEF]OAN  TEF]BATAS

MEMUTUSKAN:

Menyetujui          Perubahan         Anggaran         Dasar
-PT    Unggul     Indah     Cahaya     Tbk     -

dengan       NPWP      01.060.109.4-092.000      yang
berkedudukan    di    KOTA   ADMINISTRASI   JAKARTA
SELATAN   karena   telah   sesuai   d
Islan   Perubahan   yang   dlsim(
Sistem Admlnlstrasl Badan Huk
Akta   Notaris   Nomor  71   Tanggal   0
dibuat oleh  Notaris  DR.  I

yang  berkedudukan di KOT
BARAT.

KEDUA              :     Keputusan  inl  berla
Apabila ternyata d
dalam  Keputusan
sebagaimana

A.n.    MEN

Plt,   DIREKTUR  J

DAFTAR

an  Data   Format
am  database
lmana salinan

uni   2015   yang
)D]O,  SH.,  MSI.

ISTRASI JAKARTA

nggal  ditetapkan.
hari terdapat kekelimuan

akan  diadakan  perbaikan

an  di  Jakarta,
al  07  lull   2015.

uM   DAN   HAK  ASASI   MANUSIA
UBLIK   INDONESIA

DERAI  ADMINISTRASI   HUKUM   UMUM,

TANGGAL   07   Ju«   2015
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Nomor      : AHU-AH.01.03-0949202
Lamplran :
Perihal      :  Penerimaan pemberitahuan

Perubahan Anggaran  Dasar
PT  UNGGUL  INDAH

CAHAYA  Tbk

14064

Kepada  Yth.
Notaris   DR.   IRAWAN
SOERODJO,   SH.,   MSI..

jafan KH. Zainul Arifin, Komplek
Ketapang  Indah  82/4-5
KOTA   ADMINISTRASI
JAKARTA

Sesuai dengan daft dalam  format lsian  Perut
dalam   slstem   Administrasl   Badan   Hukum   ber
Nomor  71,  tanggal  09  ]unl  2015  yang  dlbuat oleh
SOERODJO,  SH.,  MSI.,  berkedudukan  di  KOTA ADMIN
BARAT,  beserta dokunen pendukungnya, yang
mengenai  perubahan  Pasal  4  Ayat  3,  Pasal
Pasal  4  Ayat 6,  Pasal  4 Ayat  7,  Pasal
Ayat  10,  Pasal  4  Ayat  11,  Pasal  4
Ayat  14,  Pasal  5,  Pasal  6,  Pasal  7,
Pasal   12,  Pasal  13,  Pasal   14,  P
Pasal  19,   Pasal  20,  Pasal  21,
Pasal  26,   Pasal  27,   Pasal  28,
Tbk' berkeduduken  di  KOTA  ADMIN
diterima  dan  dlcatat  di  d

Perubahan  anggaran
berlaku  sejak  tanggal  d

ng  dlsimpan  di
Akta   Notaris

ls  DR.  IRAWAN
SI JAKARTA

nggal 07 Juli 2015,
4,  Pasal  4  Ayat  5,

asal  4  Ayat  9,  Pasal 4
Pasal  4  Ayat  13,  Pasal  4
sal  9,  Pasal  10,  Pasal  11,

sal   16,   Pasal  17,   Pasal   18,
asal  23,  Pasal  24,  Pasal  25,
PT  UNGGUL  INDAH   CAHAYA

I  JAKARTA  SELATAN,   telah
in  Admlnistrasl  Badan  Hukum.
iaaaimana  dlmaksud  diatas  mulai

an  surat  pemberitahuan  inl.
Diterbitkan  dl  Jakarta,
Tanggal   07  Juli   2015.

ERI   HUKUM    DAN   HAK   ASASI   MANUSIA
REPUBLIK   INDONESIA

KTUR  JENDERAL  ADMINISTRASI   HUKUM   UMUM,

DR.   AIDIR   AMIN   DAUD,   S.H.,   M.H

NIP,    195811201988101001

DAFTAR PERSEROAN  NOMOR AHU-3530206.AH.01.11.TAHUN  2015
TANGGAL   07   Juli   2015
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PERNYATAAN  I(EPuTuS^N  RAPAT

PERSEROAN  TERBATAS

PT.  UNGGul  INDAH  CAllAYA  Tbk

Nomor  :  71.

Pada  hari  ini,  Selasa,  tanggal  sembllan  Juni  dua  ribu  lima  belas

(9-6-2015).
Pukul   11.55   WIB   (sebelas   lewat   IIma   pul

Indonesia  Barat).
Hadir dihadapan  saya,  Doktor  lrawan  Soerodjo,

Magister  Salns,  Notaris  dl  Jakarta,  deng

yang   telah   dikenal   oleh   saya,   Notarls,   d
disebutkan  pada  bagian  akhir  akta  I
1. Tuan  liisinyur Yani Alifen,  lahjr

Januari   seribu   sembllan   ratu
Warga  Negara  Indonesia,  b
Jalan  Alam  Segar  I/7,  Ru
Kelurahan Pondok Plnang,  Ke
Kartu   Tanda   Penduduk   nomor

2,Tuan  Dokter  Djazoel
di  Rembang,  pada  t;
ratus  empat  puluh   enam
Indonesia,  berte
Rukun  Tetangga  0
Kecamatan
09.5301.

3.Nyonya   Lil
Maret  seribu

emit   Waktu

arjana  Hukum,
oleh  para  saksi

rna-namanya   akan

/a,  pada tanggal delapan
uh   (8-1-1950),   swasta,

lnggal  dl  Jakarta  Selatan,
ga  009,  Rukun  Warga  015,

n Kebayoran Lama, pemegang
3174050801500001;

Akuntan,  Magister  Science,  lahlr
a  puluh  tlga  April  seribu  sembilan

23-4-1946),   swasta,   Warga   Negara
gal di Jakarta Selatan, Jalan H  nomor 11,
kun  Warga  007,  Kelurahan  Kebon  Baru,

emegang Kartu   Tanda   Penduduk   nomor
.0112;

dl,   Iahir  dl   Jakarta,   pada   tanggal   tiga   belas
bilan   ratus  tujul`  puluh   (13-3-1970),   swasta,

Warga   Negara   Indonesia,   bertempat  tinggal   di   Jakarta   Barat,
Jalan  Angke  Jaya  XIII  Gang  11  nomor  10,  Rukun  Tetangga  013,
Rukun   Warga   005,   Kelurahan   Angke,   Kecamatan   Tambora,
pemegang   Kartu   Tanda   Penduduk   nomor   3173045303700006;
Menurut   keterangan   mereka   dalam   hal   lnl   bersama-sama   dan

masing-masing  bertindak  selaku  Presiden  Direktur,  Wakil  Presiden
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14064 pEF]sEfroAr`I  TEF]BATAS

Direktur  dan  Direktur,  demikian  mewakili  Direksi,  yang  mendapat
kuasa  sebagalmana  termaktub  dalam  akta  Berlta  Acara  yang  dibuat
oleh  saya,  Notaris,  tertanggal  harl  ini,  nomor  69,  dari  Rapat  Umum
Pemegang  Saham  Luar  Biasa  Perseroan  Terbatas     P T.     U  n  g  g  u  I
I  n  d  a  h     C  a  h  a  y  a     T  b  k,     berkedudukan  dl  Jakarta  Selatan,
berkantor   pusat   di   Wisma   UIC,   Jalan   Gatot  Subroto   Kavellng   6,
Karet,   Setiabudl   (untuk   selanjutnya   dlsebut
perubahan seluruh anggaran dasarnya telah dium
Negara Republlk Indonesia teitanggal sembllan
(9-4-2009),   nomor  29,  Tambahan  nomor  100

Para  penghadap  telah  dlkenal  oleh  sa

Para  penghadap  dengan  bertlndak seb
terleblh  dahulu  menerangkan  :
-    Bahwa  pada  tanggal  sembllan  Juni

bertempat di Hotel Mulla,  Ruan

pukul    11.40   WIB   (sebelas   li
Indonesia   Barat)   sampai
Iewat empat  puluh  lima  in
telah   mengadakan   Rapat
(untuk selanjutnya  di
Berlta  Acara  yang  dl
nomor  69;

•    Bahwa  RAPATdl

Komisaris  (meran
dengan  ketentuan

-    Bahwa  kes

RAPAT ada

Ketentuan

erseroan),   yang
an dalam Berita

bu sembllan

a'   Notarl

a  tersebut  dl  atas

ima  belas  (9-6-2015),
lan Asia Afrika, Jakarta,

mpat   puluh   menit   Waktu
ukul    11.45   WIB   (sebelas

u Indonesia  Barat),  Perseroan
Pemegang   Saham   Luar   Biasa

PAT),  yang  dltuangkan dalam  Akta
saya,  Notaris,  tertanggal  hari  ini,

ln  oleh Tuan  Erwin
omisarls

Sudjono,  selaku  Presiden
lndependen)  Perseroan,  sesuai

al  22  ayat  1  anggaran  dasar  Perseroan;

)sedur dan  tata  laksana  penyelenggaraan
al dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan;

enal  tempat,   pemberltahuan   dan   pemanggilan
RAPAT,   adalah   sesuai   dengan   ketentuan   Pasal   21   Anggaran
Dasar   Perseroan;

Pemberltahuan  kepada  Pemegang  Saham telah dllakukan  melalul
lklan  pada surat kabar lnvestor Dally dan  Harlan  Ekonomi  Neraca
tanggal   tiga   puluh  April   dua   rlbu   lima   belas   (30-4-2015),   dan
Panggilan   kepada   Pemegang   Saham   untuk   menghadirl   RAPAT
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PEFISEl]OAN  TEFI BATAS 14064

telah   dilakukan   melalui   surat   kabar   harlan   yang   sama   pada
tanggal   delapan    belas   Mei   dua    ribu    lima    belas   (18-5-2015),

yang  mama  iklan  Pemberitahuan  maupun  Panggilan  RAPAT juga
telah   diumumkan   didalam   website   Bursa   Efek   Indonesia   dan

juga   website   Perseroan.
-    Bahwa saham yang hadir dan/atau diwakili dalam RAPAT berjumlah

320.047.376  (tiga  ratus  dua  puluh  rlbu  emp
tjga   ratus   tujuh   puluh   enam)   saham   atau
(delapan   puluh   tiga   koma   empat   sembil
383.331.363  (tiga  ratus  delapan  puluh  tlga

puluh satu  ribu tiga ratus enam puluh tiga) saham
seluruh saham yang telah dikeluarkan
ketentuan   kuorum  sebagalmana   diatur
Anggaran  Dasar  Perseroan,  tela

•    Bahwa   dalam   RAPAT   tersebu

keputusan,   yang   dlantaranya
Anggaran  Dasar  Perseroan,
inl;

Sehubungan  dengan  hal-hal

para penghadap dengan bfrtind
tersebut di atas, menyat
secara  musyawarah  untuk
1. Menyetujui  peru

Perseroan  terma
ahan  da

rangka  menyesuai

i:;s:e:,':'al#t£
dan   Perusa

puluh  tujuh  ribu
83'491%

ersen)   dari
tiga  ratus  tiga
ang merupakan

eroan, karenanya
Pasal   26   ayat   1

mengambil   keputusan-
keputusan   perubahan

ak  dltuangkan  dalam  akta

elah  diterangkan  di  atas  maka
lam kedudukannya sebagaimana

a RAPAT telah mengambil keputusan
kat,   sebagai  berikut

pernyataan  kembali  Anggaran  Dasar
ubah  Anggaran  Dasar  Perseroan  dalam

engan  Peraturan  Otoritas Jasa  Keuangan
I  3  Anggaran  Dasar  Perseroan  dlsesuaikan

IX.J.1   tentang   Pokok-Pokok  Anggaran   Dasar
lakukan  Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas
Publik,   sebagalmana   telah   dijelaskan   dalam

Rapat.

2,Menyetujui   untuk   memberikan   wewenang   dan   kuasa   kepada
Direksi  Perseroan  untuk  melakukan  segala  dan  setiap  tindakan

yang dlperlukan sehubungan dengan keputusan tersebiit, termasuk
tetapi  tidak terbatas  untuk menyatakan/menuangkan  keputusan
tersebut  dalam  akta   ini,   untuk  mengubah   dan/atau   menyusun
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kemball   seluruh   ketentuan   Anggaran   Dasar   Perseroan   sesuai
keputusan  tersebut  (termasuk  menegaskan  susunan  pemegang
saham  dalam  akta  tersebut  bllamana  diperlukan),  sebagaimana
yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan   yang   berlaku,   membuat  atau  suruh  membuat  serta
menandatanganl  akta-akfa   dan  surat-surat  maupun  dokumen-

;:#Theonn¥:npgerds'ept::'uuakna::ny/aanfus:::jyuat###
atas   keputusan   Rapat   dan/atau   peruba
Perseroan   kepada   lnstansi   yang   berwenan
semua   dan   setlap   tindakan   yang   dlperlukan,
peraturan  pemundang-undangan  yang
Selanjutnya,  sehubungan dengan  keputu

Dasar Perseroan sebagaimana diuraik
dengan   bertlndak   dalam   ked
atas,  dengan  lnl  menyatakan  in
Dasar  Perseroan,  sehingga
sebagai  berikut  :

Nama       dan

Cahaya     Tb
disingkat  dengan  "P

2.   Perseroan  da
laln,    balk   dl
sebagaimana
Dewan  Komisarl

k  mengajukan
emberltahuan

aran   Dasar
a   melakukan

sesuai   dengan

bahan Anggaran

para penghadap
sebagaimana   tersebut   di

mbali  seluruh  Anggaran
tnya  tertulls  dan  berbunyi

t      kedudukan

PT.     Unggul     lndah
selanjutnya   dalam   Anggaran   dasar  cukup

n"),  berkedudukan  di  Jakarta  Selatan.

embuka  cabang  atau  perwakilan  ditempat
aupun di   luar   wllayah   Republjk   Indonesia

kan oleh  Direksi,  dengan  persetujuan  dari

Jangka      waktu      berdirinya      perseroan

Pasal  2

Perseroan   didlrlkan   untuk  jangka   waktu   yang   tidak   terbatas,
terhitung sejak tanggal tujuh Februari seribu sembilan ratus delapan
puluh  tlga   (7-2-1983).

8
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Maksud     dan     tujuan     serta     kegiatan     usaha

Pasal   3

1.   Maksud  dan  tujuan   Perseroan  lalah  :

a. berusaha  dalam   bidang   industrl;

b. berusaha  dalam   bidang   perdagangan;

c,  berusaha  dalam  bidang  pembangunan;

d.  berusaha  dalam  bidang  jasa;

2.   Untuk mencapai maksud  dan tujuan t(
dapat  melaksanakan  kegiatan  usaha
i.   kegiatan   usaha  utama  :

a.  Menjalankan    usaha    dalam    b
alkylbenzene  dan  hasil  hasil  sa
dengan  alkylbenzene
•    Memasarkan   dan

terseb

alkylbenzene  beserta
dalam maupun di luar ne

-    Menjalankanusaha

dan/atau kompo
dalam bid

b.  Menyelenggarakan ke

(enterport) khusus baha
atas   dan   usa
penyewaan ta
tersebut,
perdaga
dan sela
badan  atau

ng

ustri    bahan    kimia

ya  yang  berhubungan

gkan    hasil-hasil    produksl
npingannya  tersebut  baik  dl

ng industri bahan-bahan bangunan

penampungan barang-barang import
-bahan yang dimaksud  pada  butir a di

di   bidang   pemasaran,   pemilikan   dan
ki  penampiingan  barang-barang  import

gang  segala  macam  barang,  menjalankan
por dan  ekspor,  antar  pulau/daerah serta  lokal
bertindak sebagaj agen/perwakilan darl  badan-

eusan-peruashaan  lain,  baik  dari  dalam  maupiin
dari  luar  negeri,  kecuali  agen  perjalanan;

c.  Menjalankan usaha dalam bidang property dan bisnis perkantoran
termasuk  mendirikan,  memilikl  dan  mengelola  gedung  hunlan
atau  apartemen,  gedung  perkantoran,  serta  menjual  dan/atau
menyewakan  bangunan-bangunan  tersebut  dan  hak-hak  atas
tanah  dl  mana  bangunan-bangunan  tersebut  berdirl;

9
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d.  Menjalankan  usaha  dalam  bidang jasa  pada  umumnya,  kecuali
jasa  di  bidang  hukum  dan  pajak.

ii.  kegiatan   usaha   penunjang  :
-    menjalankan  usaha-usaha  lain  yang  berkaitan  dan  menunjang

kegiatan  usaha  pada  butlr  I  di  atas  sesual  dengan  peraturan
perundang-undangan  yang  berlaku.

Modal

Pasal  4

1.   Modal dasar Perseroan adalah sebesar
(lima  ratus delapan  puluh  miliar Rupiah)  t
(satu  miliar seratus enam  puluh juta) saha
bernllai  nominal  sebesar  Rp  500,00

2.   Dari   modal   dasar   tersebut
penuh  sebesar  33,4%  (tlga  pul
sejumlah  383.331.363  (tiga  ra
tlga  puluh  satu  rlbu  tiga  ratu
nominal   seluruhnya   sebesar
sembllan  puluh  satu  mill
ratus delapan puluh sa
saham.

3.   Apablla   masl
maka  akan  dikelua
Umum   Pemegang  Sa
cukup dlsebut
persyaratan
RUPS,  denga
slmpanan   dapat

lima  r

.000.000,00
s  1.160.000.000

sing-maslng saham

ltempatkan   dan   disetor
oma  empat  persen)  atau

n  puluh  tlga juta  tiga  ratus
puluh  tiga)  saham  dengan  nilai
91.665.681.500,00   (seratus

tus  enam  puluh  lima  juta  enam
ratus Rupiah) oleh para pemegang

slsa  saham  yang   belum  dlkeluarkan,
Perseroan  dengan  persetujuan  Rapat

(selanjutnya  dalam  Anggaran  Dasar  ini
UPS")  pada  waktu dan  dengan harga serta

ltetapkan   oleh   atau   berdasarkan   keputusan
tuan  bahwa  saham-saham  yang  masih  dalam

ikeluarkan   melalui   penawaran   umum   terbatas
(penawaran   kedua,   ketlga   dan   selanjutnya)   atau   dengan   cara
penawaran  terbatas  (private  placement)  sesual  dengan  ketentuan
peraturan perundangan yang  berlaku, khususnya peraturan dl bldang
Pasar  Modal   dl   Indonesia,   antara   lain   peraturan  yang   mengatur
syarat   dan   ketentuan   mengenai   penambahan   modal   tanpa   hak
memesan  efek  terlebih  dahulu.

10
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4.   Set!ap  penambahan  modal  melalui  pengeluaran  Efek  Bersifat
Ekuitas yang  dilakukan dengan  pemesanan,  maka  hal tersebut wajib
dilakukan  dengan  memberikan  Hak  Memesan  Efek  Terlebih  Dahulu
(selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup dlsebut dengan "HMETD")
kepada   pemegang   saham   yang   namanya   terdaftar  dalam   Daftar
Pemegang   Saham   Perseroan   pada  tanggal   yang   ditentukan   RUPS

yang  menyetujui  pengeluaran  Efek  Berslfat  Eku
yang  sebanding  dengan  jumlah  saham  yang  te
Daftar  Pemegang  Saham   Perseroan  atas  na
masing-masing  pada  tanggal  tersebut.

5.   Perseroan   dapat   menambah   modal   tanpa
Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada
diatur dalam peraturan di sektor Pasar Modal
Hak  Memesan  Efek Terlebih  Dahulu,
keuangan maupun selain untuk mem
yang   terlebih   dahulu   memper
memperhatikan peraturan peru
berlaku  dl  bldang  Pasar  Moda
modal  tanpa  memberlkan  Hak

6.   HMETD wajlb  dapat
waktu   sebagaimana   di
bidang   Pasar  Modal  Te

ialihkan

7.  a.   Efek  Bersifat  Ekultas
dan  tidak diambil  ol
semua   pemegang   sa
Ekultas,   deng

yang   dlpesa
dikeluarkan,
dialokasikan

an

aik  un

dalam  jumlah
erdaftar  dalam

ang   saham

emberikan   Hak
ham sebagaimana

mengatur mengenai
memperbaiki  posisi

posisl keuangan Perseroan,
etujuan   RUPS,   dengan

angan dan peraturan yang
atur tenteng  penambahan

an  Efek  Terlebih  Dahulu.

dlperdagangkan dalam jangka
alam   Peraturan   yang   berlaku   di

k  Memesan   Efek  Terlebih  Dahulu.

ang  akan  dlkeluarkan  oleh  Perseroan
gang  HMFTD  harus  dialokaslkan  kepada

yang   memesan  tambahan   Efek  Bersifat
uan apablla   jumlah   Efek   Bersifat   Ekuitas

ihl   jumlah   Efek   Bersifat   Ekultas   yang   akan
si fat  Ekuitas  yang  tidak  diambil  tersebut wajlb

ding   dengan  jumlah   HMFTD  yang   dilaksanakan
oleh   masing-masing   pemegang   saham   yang   memesan   tambahan
Efek  Bersifat  Ekuitas.

b.   Dalam   hal   masih   terdapat   sisa   Efek   Berslfat   Ekuitas   yang
tidak  dlambil  bagian  oleh  pemegang  saham  sebagaimana  dimaksud
dalam ayat lnl,  maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek Bersifat
Ekuitas   tersebut   wajlb   dlalokasikan   kepada   pihak   tertentu   yang

11
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bertindak  sebagai  pembeli  siaga  dengan  harga  dan  syarat-syarat
yang  sama.

8.   Pelaksanaan   pengeluaran   saham   dalam   simpanan   untuk
pemegang  Efek  yang  dapat  ditukar  dengan  saham  atau  Efek  yang
mengandung  hak  untuk  memperoleh  saham,  dapat  dilakukan  oleh
Direksi berdasarkan RUPS Perseroan terdahulu yang telah menyetujui
pengeluaran  Efek  tersebut.

9.   Penambahan  modal  disetor  menjadl  efe
penyetoran,  dan  saham  yang  diterbitkan  me
sama  dengan  saham  yang  mempunyai  klasjfikas
diterbltkan   oleh   Perseroan,   dengan   tld
Perseroan  untuk  mengurus  pemberltahua
Dan  Hak  Asasl  Manusla  Republik  lndone§

10.   Penyetoran  modal  dapat  pul
dalam   bentuk   uang,   baik   berup
berwujud,  wajib  memenuhi  ketel

a. benda  yang  dij adlkan  setor
kepada  publlk pada saat p
tersebut;

b. benda  yang   dljadlka

penilai   yang   terdaft;
yang`  berwenang   da
Anggaran   Dasar
dljamlnkan  denga

c,:::3:::'aedr#
yang  berl

d. dalam  hal

modal

ffiaahk::i:d;:X:
mengura

ng  sama  yang
ngi   kewajlban

a  Menteri  Hukum

n  dengan  cara  selain
erwujud   maupun   tidak

sebagai  berikut

dimaksud  wajlb  diumumkan
n RuPS mengenai penyetoran

setoran   modal   wajib   dinilai   oleh
ritas  Jasa   Keuangan  atau   instansi

pelaksananya   (selanjutnya   dalam
up   dlsebut   dengan   HO]Kn),   dan   tidak
apapun  juga;

uan   terlebih   dahulu   dari   RUPS,   dengan
raturan   perundang-undangan  dan  peraturan

idang   Pasar  Modal;

ang  dljadikan sebagai setoran  modal  dilakukan
dalam   bentuk  saham   perseroan   yang   tercatat   dl   Bursa   Efek,
maka  harganya  harus  ditetapkan  berdasarkan  nllal  pasar wajar;

e.dalam   hal   penyetoran   tersebut   berasal   dari   laba   dltahan,
agio   saham,   laba   berslh   Perseroan   dan/atau   unsur   modal
sendlrl,  maka  laba  ditahan,  aglo saham,  laba  bersih  Perseroan
dan/atau  unsur  modal  sendlrl  lainnya  tersebut,  sudah  dimuat

12
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dalam  Laporan  Keuangan Tahunan terakhlr yang  telah dlperlksa
akuntan  yang  terdaftar dl  OJK,  dengan  pendapat  wajar tanpa
pengecualian.
Penyetoran   atas   saham   darl   kompensasl/konversl   taglhan

dilaksanakan   sesual   dengan   peraturan   perundang-undangan   dan
peraturan  yang  berlaku  di  bidang  Pasar  Modal.

11.   Penambahan  modal  dasar  Perseroan  nan
berdasarkan  keputusan  RuPS.

Dalam   hal  modal  dasar  dltingkatkan,   rna
saham-saham   lebih   lanjut   harus   disetujul   ole
memperhatlkan   ketentuan   dalam   Angga[ao_Das
perundang-undangan  dan  peraturan
Modal.

12.   Penambahan   modal   dasar
ditempatkan  dan  disetor  menjadl
persen)  dari  modal  dasar,  dapat  di
a. telah   memperoleh   perset

menambah  modal  dasar;

b. telah mendapat persi
Republik  Indonesia;

c.  penambahan  modal  d
pa'lng sedlklt  25%
wajlb   dilakukan
bulan setelah  pers
Republik   I
Pasal   ini;

d.dalam   hal
dalam  ayat   12

dapat  dllakukan

i  penempatan
UPS,   dengan
inl,   peraturan

di   bidang   Pasar

rriengaklbatkan    modal
rl  25%  (dua  puluh  llma

an  sepanjang  :

yang   menyetujui   untuk

Hukum dan Hak Asasl Manusla

kan  dan  disetor,  sehingga  menjadi
luh   llma   persen)  darl  modal  dasar,

angka   waktu   paling   lambat   6   (enam)
an Menterl  Hukum  dan  Hak Asasi  Manusla

ebagaimana   dimaksud   dalam   ayat   12.b

bahan   modal   dlsetor  sebagalmana   dlmaksud
tidak  terpenuhi  sepenuhnya,   maka  Perseroan

harus   mengubah   kemball   anggaran   dasarnya,   sehlngga   modal
dltempatkan   dan   dlsetor   pallng   sedlkit   25%   (dua   puluh   lima
persen)   dari   modal   dasar   dengan   memperhatlkan   ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam jangka waktu
2  (dua)   bulan  setelah  jangka  waktu  dalam  ayat  12.c  Pasal  ini
tidak  terpenuhl;

13
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e. persetujiian  RUPS  sebagalmana  dimaksud  dalam  ayat  12.a  Pasal
lni,  termasuk juga  persetujuan  untuk mengubah  anggaran  dasar
sebagalmana  dlmaksud  dalam  ayat  12.d  Pasal  inl.

13.   Perubahan  anggaran dasar dalam  rangka  penambahan  modal
dasar  menjadl   efektlf  setelah  terjadinya   penyetoran   modal  yang
mengaklbatkan  besarnya  modal  disetor  menjadi  pallng  kurang  25%
(dua  puluh  lima  persen)  dari  modal  dasar  dan
yang  sama  dengan  saham  lalnnya  yang  diterb
dengan   tidak   mengurangl   kewajlban Perser
persetujuan   perubahan   anggaran  dasar  darl

mpunyai  hak-hak
Perseroan,

k   mengurus
ri   Hukum   dan

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas pelaksan
modal  disetor  tersebut.

14.   Perseroan  dapat  membell  kembali  s
dlbayar  penuh  sampai  dengan   10
saham   yang   telah   dltempatkan
peraturan  perundang-undangan

Pembelian   kembali  saham

peraturan pemundang-undang
Pasar  Modal.

de`:p:s lam

al5

1.   Semua  sah
atas  nana.

Perseroan  d
Pemegang

perseorangal
sendirl atau I

an penambahan

-saham  yang  telah

persen)  darl  jumlah
jumlah   lain   apabila

laks@nakan   sesuai  dengan
Iran yang beriaku di bidang

keluarkan  oleh  Perseroan  adalah  saham

tkan  pecahan  nllai  nominal  saham.
n  nilal  nomlnal saham tidak diberikan  hak suara
li  pemegang  pecahan  nllal  nominal saham,  baik

a pemegang  pecahan nilal nominal saham lalnnya
yang klasifikasl sahamnya sama memlllkl nilal nominal sebesar 1  (satu)
nominal  saham  dari  klaslfikasl  tersebut.

2.  Perseroan  hanya  mengakul  seorang  atau  satu  badan  hukum
sebagai   pemllik  dari  satu   saham,   yaltu  orang   atau   badan   hukum
yang  namanya  tercatat  sebagal  pemillk  saham  yang  bersangkutan
dalam  Daftar  Pemegang  Saham.

14
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3.   Setlap  saham  memberlkan  kepada  pemlllknya  hak  yang  tidak
dapat   dibagi.   Dalam   hal   1   (satil)   saham   dlmlliki   oleh   lebih   dari
1  (satu)   orang,   hak  yang   timbul   darl   saham   tersebut  digunakan
dengan  cara  menunjuk  1  (satu)  orang  wakll  bersama.

4.   Selama  ketentuan  dalam  ayat 3  Pasal  inl  belum  dllaksanakan,
maka  para  pemegang  saham  tersebut  tldak  berhak  mengeluarkan
suara dalam  RUPS, sedangkan pembayaran dMd
ditangguhkan.

5.   Buktl  pemilikan  saham  dapat  berupa  s

6.  Untuk  saham  yang  termasuk  dalam  P
Lembaga  Penyelesalan dan  Penyimpanan
(khusus  dalam  rangka  kontrak  lnvestasi
wajlb menerbltkan sertipikat atau kon
Penyelesaian dan Penyimpanan §eba
buku  daftar  pemegang  saham  Pe

7,  Setiap pemegang saham
Anggaran  Dasar dan  kepada
sah dalam RUPS serta Derati

8,  Untuk   saham   Perseroan
]ndonesla  berlaku  pera
bidang  Pasar  Modal  di

1.  Persero
2.   Apablla

diberi  sehelal  s

yano

untuk saham itu

Kolektif   pada
ada  Bank  Kustodlan

maka  Perseroan
ulis kepada Lembaga

uktl pencatatan dalam

ukum  harus tunduk  kepada
tusan  yang  diambll  dengan

clang-undangan yang  berlaku.

tercatat   pada   bursa   efek   di
n  peEiindang-undangan  yang  berlaku  di

t     saham

Pasal  6

eluarkan  surat  saham.
rkan  silrat  saham,  maka  untuk  setiap  saham

Sa ham
3.   Surat kolektlf saham dapat dlkeluarkan sebagal buktl  pemilikan

2   (due)   atau   leblh   saham   yang   dlmlllki   oleh   seorang   pemegang
saham.

4.   Pada  surat  saham  sekurangnya  harus  dlcantumkan  :
a. Nama  dan  alamat  pemegang  saham;
b, Nomor  surat  saham;

15
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c.  Tanggal  pengeluaran  surat  saham;

d.  Nilal   nomlnal  saham;

e.Tanda  pengenal  sebagaimana  akan  ditentukan  oleh  Direksi;

5.   Pada  surat  kolektif  saham  sekurangnya  harus  dicantumkan
a.  Nama  dan  alamat  pemegang   saham;

b. Nomor  surat  kolektlf  saham;

c. Tanggal  pengeluaran  surat  kolektif

d. N"al   nomlnal  saham;

e. Jumlah  saham;

f.  Tanda  pengenal  sebagaimana  akan  di oleh   Direksi.

6.  Surat  saham  dan  surat  kolektif  sah
dengan peraturan perundang-undan
Modal  dl  Indonesia  dan  dltanda-tan
Dlreksl bersama-sama dengan sala
atau tanda tangan tersebut dlc
surat  kolektlf  sal`am  yang  b

Penggantl

1.   Dalam hal surat
dapat  dilakukan  ji

a. Pihak yang  meng
pemilik  surat  saha

b. Perseroan
2.   Persero

memberikan

n yang
rus  dicetak  sesuai

len  salah
ku dibidang  Pasar
seorang anggota

anggota Dewan Komjsaris
ung  pada surat saham  dan

at     saham

penggantlan surat saham tersebut

onan  penggantian  saham  adalah
ersebut;   dan

erima  surat  saham  yang  rusak.
memusnahkan surat saham yang rusak setelah
tian  surat  saham.

3.  Dalam hal surat saham hllang, penggantian surat saham tersebut
dapat  dilakukan,  jlka :

a. Plhak  yang  mengajukan  permohonan  penggantlan  saham  adalah

pemilik  surat  saham  tersebut;
b. Perseroan telah mendapatkan dokumen  pelaporan dari  Kepolislan

Republlk  Indonesia  atas  hllangnya  surat  saham  tersebut;
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c.  Plhak yang mengajukan permohonan penggantlan saham memberiken
jamlnan  yang  dipandang  cukup  oleh  Dlreksi  Perseroan;   dan

d. Rencana  pengeluaran  pengganti  surat  saham  yang  hllang  telah
dlumumkan  di  Bursa  Efek  d]  mama  saham  Perseroan  dlcatatkan
dalam   waktu   paling   kurang    14   (empat   belas)   harl   sebelum
pengeluaran  penggantl  surat  saham.
4.   Setelah  pengganti  surat  saham dlkeluarka

saham  tldak  berlaku  lagi  terhadap  Perseroan.
5,  Semua  blaya  untuk  pengeluaran  peng

ditanggung  oleh  pemegang  saham  yang  berkepe
6.   Ketentuan  dalam  Pasal  7  lni,  mu

bagi  pengeluaran  pengganti  surat  kolekti

Daftar      pemegan

i.  Perseroan wajlb menga
Saham  dan  Daftar  Khusus  (

2,   Dalam  Daftar  Pem
a. nama  dan  alamat  p
b.jumlah,   nomor  dan  ta

kolektif  saham  y

c. jumlah  yang  disc
d. nama  dan al

hak  gadai
saham dan
jamlnan  fldus

maka  asll  surat

saham   ltu

utandis juga  berlaku

dan      daftar

menyimpan Daftar Pemegang
edudukan  Perseroan.
Itu  dlcatat :

ang  saham;

perolehan  surat  saham  atau  surat
dlmlllki  oleh  para  pemegang  saham;

s  setlap  saham;
orang atau  badan  hukum yang mempunyal
n   atau   sebagal   penerima  jamlnan   fidusia

I  perolehan hak gadal atau tanggal pendaftaran

e. keterangan   penyetoran  saham   dalam   bentuk  lain   selaln   uang;
dan

f.  keterangan  lainnya  yang  dianggap   perlu  oleh  Direksl  dan/atau
diharuskan  oleh  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.
3.   Dalam  Daftar  Khusus  akan  dicatat  semua  keterangan  sepertj

yang tercantiim dalam Pasal 8 ayat 2 di atas dan mengenai kepemillkan
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saham  anggota  Dlreksi  dan  Dewan  Komlsarls  beserta  keluarganya
dalam  Perseroan dan/atau  pada  perseroan  laln serta tanggal saham
ltu  diperoleh.

4.   Pemegang  saham  harus  memberitohukan  setlap  perplndahan
empat   tlnggal   dengan   surat   kepada   Dlreksl   Perseroan.   Selama
pemberltahuan  ltu  belum  dilakukan,  make  segala  pemanggllan  dan
pemberltahuan kepada pemegang saham adalah
pada   alamat   pemegang   saham   yang   pallng
Daftar  Pemegang  Saham.

5.   Dlreksi berkewajiban untuk menylmpan dan
Pemegang  Saham  dan  Daftar  Khusus  se

6.  Setiap   pemegang   saham   berhak
Saham  dan  Daftar  Khusus,  yang
saham yang  bersangkutan  pada  wa

7.  Setlap  pendaftaran  atau
Saham termasuk pencatatan
tanganan,   atau   cessle   yang
kepentingan   atas  saham  ya

menge

Anggaran  Dasar  dan  untuk  sa
di  Indonesia  berlaku  I
di  bidang  Pasar  Modal

Suatu  gadai  saham  atau
Daftar  Pemegang
Direksi   berdasark

dalam

jibe dialamatkan
dlcatat   dalam

ellhara  Daftar

Daftar   Pemegang
ngan  dlrl  pemegang

Kantor  Perseroan.

Dafter  Pemegang
uatu  penjualan,  pemindali-
ut   saham   atau   hak   atau

dilakukan   sesual   ketentuan
ang  terdaftar  pada  Burs@  Efek

erundang-undangan  yang  berlaku
sia.

ia  atas  saham  harus dlcatat  dalam
ngan  cara  yang  akan  ditentukan  oleh
ang  memuaskan  yang   dapat  diterlma
adai  atau  fldusla  yang  bersangkutan.

gadal saham atau fidusla saham oleh Perseroan
pencatatan mengenal gadai atau fidusia itu
Saham.

Penitlpan       kolektlf

Pasal  9

1.   Saham  dalam  Penitipan  Kolektlf  pada  Lembaga  Penylmpanan
dan   Penyelesalan   harms   dicatet   dalam   Daftar   Pemegang   Saham
Perseroan atas nana Lembaga Penylmpanan dan Penyelesaian untuk
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kepentingan  pemegang  rekenlng  pada  Lembaga  Penylmpanan  dan
Penyelesalan.

2.   Saham   dalam   Penitlpan   Kolektif   pada   Bank   Kustodlan   atau
Perusahaan  Efek  yang  dlcatat  dalam  rekening  Efek  pada  Lembaga
Penylmpanan  dan  Penyelesaian  dicatat  atas  nama  Bank  Kustodlan
atau Perusahaan Efek dimaksud untuk kepentingan pemegang rekening
pada  Bank  Kustodian  atau  Perusahaan  Efek  te

3.   Apabila  saham  dalam  Penitipan  Kolektif  p
merupakan baglan dari portofolio efek Reksa
investasl  kolektlf dan  tidak  termasuk  dalam
Lembaga   Penylmpanan   dan   Penyelesa lan,    maka
mencatatkan saham tersebut dalam Daftar
atas nama Bank Kustodian untuk kepentlnga
dari  Reksa  Dana  berbentuk  kontra

4.   Perseroan  wajib menerbitkan
kepada  Lembaga  Penylmpanan  d
dimaksud  dalam  ayat  1  Pasal  i
yang dlmaksud dalam ayat 3 P
dalam  Daftar  Pemegang  Saham

5.   Perseroan waj
yang  terdaftar atas  na
atau  Bank  Kustodian  untu
kolektif  dalam   Daftar
nama pihak yang di
atau  Bank  Kustodlan

Permo
Penyeles

6.   Lembaga  Pe

nvesta

Kustodlan
frochtuk kontrak

gr  Kolektlf  pada
erseroan   akan

Saham Perseroan
illk Unlt Penyertaan

kolektlf  tersebut.
at atau  konflrmasi tertulis
esa lan  sebagaimana  yang

nk Kustodlan  sebagaimana
]gai tanda buktl pencatatan

saham  dalam  Penltlpan  Kolektlf
a  Penylmpanan  dan  Penyelesalan

a  Dane  berbentuk kontrak lnvestasl
ang   Saham   Perseroan   menjadi   atas

Lembaga Penylmpanan dan Penyelesaian

sampalkan oleh lembaga Penyimpanan dan
ank   Kustodlan   kepada   Perseroan   atau   Blro

ng  dltunjuk  Perseroan.
lmpanan dan Penyelesaian,  Bank Kustodian atau

Perusahaan   Efek   wajlb   menerbltkan   konfirmasl   tertulls   kepada
pemegang  rekenlng  sebagai tanda  bukti  pencatotan dalam  rekenlng
Efek.

7.   Dalam  Penitipan Kolektlf setlap saham darl jenls dan klaslflkasi

yang  same,  yang  diterbltkan  Perseroan  adalah  sepadan  dan  dapat
dlpertukarkan  antara  satu  dengan  yang  lain.
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8.  Perseroan  wajib  menolak  pencatatan  mutasl  saham  ke  dalam
Penltipan  Kolektlf apabila surat saham tersebut llllang atau musnah,
kecuall   pemegang   saham   yang   memlnta   mutasl   dimaksud   dapat
memberlkan   bukti   dan/atau   jamlnan   yang   cukup   bahwa   yang
bersangkutan adalah benar benar pemlllk yang sah darl saham yang
hllang atau musnah tersebut dan saham tersebut benar-l}enar hllang
atau  musnah.

9.   Perseroan  wajlb  menolak  pencatatan
Penltlpan   Kolektif  apablla   saham   tersebut
dalam   sita   berdasarkan   p6netopan   Penga
pemerlksaan  perkara  pldana,

10.  Pemegang rekening Efek yang Efekn
Kolektlf  berhak  hadir  dan/atau   m€
sesuai  dengan  jumlah  saham  yang
tersebut.

11.   Bank  Kustodlan   dan   Peru
daftar  rekening  Efek  beserta j
oleh  masing-masing  pemega
Perusahaan   Efek   tersebut   ke
Penyelesalan,  untuk sela
lambat  1  (satu)  harl  k

12.   Manajer   lnvestasl
dalam   RUPS  atas
pada  Bank  Kustod

saham

Reksa Dana berbentu
dalam Penltlpa
dengan keten
nama  Manal(
sebelum  tanggal

13.   Perseroan

olektif

ke dalam
diletakkan

dlslca   untuk

at dalam Penltlpan
Suara dalam   RUPS,

pada  rekenlng  Efek

Efek  wajlb  menyampalkan
am Perseroan  yang  dimiliki

enlng  pada  Bank  Kustodian  dan
Lembaga   Penylmpanan   dan
hkan kepada Perseroan paling

in  tanggal  pemanggllan  RUPS.

k   hadir   dan   mengeluarkan   suara
g  termasuk  dalam   Penltlpan  Kolektlf

memupakan  baglan  darl  portofolio  Efek
trak lnvestasl Kolektlf dan tldak termasuk

ada lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian,
wa Bank Kustodian tersebut wajlb menyampaikan
tasl  tersebut  pallng  lambat  1  (satu)  hari  kerta

manggilan  RUPS.

wajib   menyerahkan   dlvlden,   saham   bonus  atau
hak-hak  I@ln  sehubungan  dengan  pemlllkan saham  kepada  Lembaga
Penylmpanan dan  Penyelesaian atas saham dalam  Penitlpan  Kolektlf

pada Lembaga Penylmpanan dan Penyelesalan, dan seterusnya Lembaga
Penyimpanan dan Penyelesalan tersebut menyerahkan dMden, saham
bonus atau hak hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada Perusahaan
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Efek  untuk  kepentlngan  masing-masing   pemegang   rekening   pada
Bank  Kustodlan  dan  Perusahaan  Efek  tersebut.

14.   Perseroan   wajlb   menyerahkan   dividen,   saham   bonus   atau
hak-hak   lain   sehubungan   dengan   pemillkan   saham   kepada   Bank
Kustodian atas saham dalam  Penitipan  Kolektif pada  Bank Kustodian
yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dane yang berbentuk
kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dala
pada  Lembaga  Penyimpanan  dan  Penyelesaian.

15.   Batas waktu penentuan pemegang rek
untuk  memperoleh   dMden,   saham   bonus
sehubungan   dengan   pemllikan   saham   dalam
dltentukan   oleh   RUPS,   dengan   ketent
Perusahaan  Efek  wajib  menyampaikan  da
Efek beserfe jumlah saham yang dimill
rekening    Efek   tersebut   kepad
Penyelesaian,   paling   lambat   p
penentuan pemegang saham ya
saham  bonus  atau  hak-hak  I
kepada  Perseroan  paling  lam
yang   menjadi   dasar
untuk   memperoleh   d
tersebut.

16.  Ketentuan mengenai
peraturan perundan
Pasar Modal serta ket
di  tempat  di

P

Penltipan  Kolektif

yang  berhak
k-hak   lainnya
tlDan    Kolektif

k   Kustodian   dan
emegang  rekenlng

ing-maslng pemegang
a    Penylmpanan   dan
yang   menjadl   dasar

untuk memperoleh dlviden,
tuk  selanjutnya  dlserahkan

tu)  hari kerja setelah tanggal
emegang   saham   yang   berhak

am   bonus  atau   hak-hak  lainnya

Kolektlf tunduk pada ketentuan
an dan peraturan yang berlaku dl bidang
Bursa Efek di wilayah Republlk lndonesla

-saham  Perseroan  dlcatatkan

ahan      hak      alas      saham

Pasal   10

1.   Pemlndahan  hak  atas  saham  harus  dlbuktlkan  dengan  suatu
dokumen   yang   ditandatangani   oleh   atau   alas   mama   plhak   yang
memindahkan  hak  dan  oleh  atau  atas  mama  plhak  yang  menerima
pemindahan hak atas saham yang bersangkutan. Dokumen pemindahan
hak   atas   saham   hamus   berbentuk   sebagaimana   dltentukan   atau
disetujui  oleh  Direksl.
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2.  Bentuk   dan   tata   cara   pemlndahan   hak   atas   saham   yang
diperdagangkan dl Pasar Modal Wajlb memenuhi peraturan perundang-
undangan  dl  bldang  Pasar  Modal.

3.  Pemlndahan  hak  atas  saham  yang  termasuk  dalam  Penitipan
Kolektif dilakukan  dengan  pemindahbukuan  darl  rekenlng  Efek  satu
ke   rekenlng   Efek   yang   lain   pada   Lembaga   penyimpanan   dan
Penyelesaian,  Bank  Kustodian,  dan  Perusaha

Dlreksl

Pasal   11

1.   Perseroan   dlurus   dan   dlplmpln   ol

pengawasan Dewan Komlsaris, yang terdlri
3  (tlga)  orang  Anggota  Dlreksi,  den

a. seorang   Preslden   Dlrektur;

b. seorang   Wakll   Presiden  Direk

c.  seorang   Dlrektur  atau   lebl

2.  Satu perlode masa
tahun  atau  sampal  dengan  penut
1 (satu)  periode masa j
hak  RUPS  tersebut unt
sewaktu-waktu   sebelum
menyebutkan alasa
dlberi   kesempatan
dalam   RUPS  tersel

an  SuS

Dlreksl,   dibawah
kurang-kurangnya

an  sebagal  berlkut

ta Dlreksl paling lama 5 (lima)
an   RUPS  Tahunan   pada   akhlr

maksud dengan  tldak mengurangi
rhentikan anggota  Direksi tersebut

sa   jabatannya   berakhir,   dengan
setelah anggota Dlreksl yang bersangkutan

adlr   dalam   RUPS   guna   membela   diri

k]an   berlaku   sejak   penutupan   RUPS   yang
`tlannya  kecuall tanggal lain yang dltentukan

oleh  RUPS.         Y
3.  RUPS dapat mengangket orang lain guna menggantikan anggota

Direksl yang dll)erhentlkan berdasarkan ayat 2 Pasal lnl atau bllamana
terjadi  suatu   lowongan,   dengan  tldak  mengurangl  ketentuan  laln
dalam  Anggaran  Dasar.

4.   Para anggota Dlreksi dapat diberi gaji tiap bulan dan tunjangan
lainnya yang jumlah makslmumnya ditentukan oleh RUPS dan wewenang
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tersebut  oleh   RUPS  dapat  dlllmpahkan   kepada   Dewan   Komlsaris,
dalam hal kewenangan RUPS sebagalman3 dimaksud dl atas dillmpahkan
kepada   Dewan   Komisarls,   besarnya   gajl   dan   tunjangan   anggota
Dlreksl,  dltetapkan  berdasarkan  keputusan Rapat Dewan  Komlsarls.

5.   Apabila   oleh   suatu   sebab   jabatan   anggota   Dlreksl   lowong
sehlngga  jumlah  anggota  Dlreksl  kurang  darl  3  (tlga)  orang,  maka
dalam jangka waktu 90 (sembllan puluh) hari sej
wajib dlumumkan  pemberltahuan tentang  akan
RUPS  untuk  menglsl  lowongan  ltu.

Masa  jabatan   seorang   yang   diangkat   untuk
tersebut adalah slsa masa jabatan dari ang
telah  menjadi  lowong  tersebut.

6.   Seorang   anggota   Direksi
jabatannya,   dan   wajib   menyampai
diri  tersebut  kepada  Perseroan  p
sebelum  tanggal  pengunduran  I

peL.pheor:::a;:n::'::uT,enn:?,fit
paling   lambat  90   (sembllan   puluh
pengunduran diri.

Kepada   anggota   Direk
tersebut  dl  atas  tetap  dapa
sejak   pengangkata
pengunduran  diriny

8.   Perser
masyarakat
Pasal ini, ses

yang  berlak

in

terjadi lowongan,

glsl   lowongan
a Direksl yangjabatannya

undurkan   dirl   dari
ohonan   pengunduran

at  30  (tlga  puluh)  harl

n  RUPS  untuk  memutuskan
a  Direksl  dalam jangka  waktu

harl  setelah  diterimanya  surat

mengundurkan   diri   sebagalmana
dlmlntakan   pertanggungjawabannya

bersangkutan   sampai   dengan   tanggal
RUPS  tersebut.

elakukan   keterbukaan   informasi   kepada
yampaikan   kepada  OJK  terkalt  ayat  6  dan  7

peraturan perundang-undangan dan peraturan

9.   Dalam   hal   anggota    Direksl   mengundurkan   diri   sehingga
mengaklbatkan  jumlah  anggota   Dlreksl  menjadl  kurang  darl  yang
dlatur  pada  ayat  1  Pasal  lni,  maka  pengunduran  diri  tersebut  sah
apabila   telah   dltetapkan   oleh   RUPS   dan   telah   dlangkat   anggota
Dlreksi  yang  baru  sehlngga  memenuhi  persyaratan  minimal jumlah
anggota   Direksi  tersebut.
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10.  Jabatan  anggota  Direksl  berakhir  apablla  :

a. mengundurkan  dlrl  sesual  dengan  ketentuan  dalam  Pasal  ini;
b. tidak   lagl   memenuhi   persyaratan   perundang-undangan   yang

berlaku;

c.  meninggal  dunia;

d. diberhentikan   berdasarkan   keputusan   RUPS;
e.apablla   dlnyatakan   pallit   atau   ditaruh   dl   b

berdasarkan  suatu  keputusan   pengadilan.

Tugas      dan      wewenang      D

Pasal   12

1.   Direksl   bertugas   menjalankan   dan   b
pengurusan Perseroan untuk kepentl
maksud  dan  tujuan  Perseroan,

2.   Setlap   anggota   Direksl  wa
tanggung   jawab   menjala
peraturan  perundang-undan

3.  Dlreksi berhak mewaklll Perse
tentang  segala  hal  dan
dengan  plhak lain dan  pi
segala   tindakan,   balk   ya
kepemillkan,  akan
a. memperoleh,   me

suatu   Derusahaan
Perseroan

b. ikut  serta
persetujuan

h   pengampuan

nggung  jawab   atas
roan dalam mencapai

an   itlkad   balk  dan   penuh
a   dengan   mengindahkan

n dl dalam dan dl luar Pengadilan

gala  kejadian,  mengikat  Perseroan
ngan Perseroan, serta menjalankan

mengenai   kepengurusan   maupun
i  dengan  pembatasan  bahwa  untuk

n   barang-barang   tidak   bergerak   atau
ru   atau   perusahaan   yang   terpisah   dari

suatu   perusahaan,   dengan  tidak  mengurangi
yang   berwenang;

c.  untuk   memperoleh   harta   tetap   dan   untuk   pemlndahan   harta
tetap   Perseroan;

d. membebani   hak   tanggungan   atau   menggadalkan   atau   dengan
cara  lain mengagunkan  barang-barang  atau  kekayaan  Perseroan;

e. memlnjamkan  uang  Perseroan  atau  mengikat  Perseroan  sebagai
penjamin  darl jumlah  yang  melebihi  10%  (sepuluh  persen)  dari
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jumlah  saham  yang  disetor,  untuk  satu  kall  transaksi  dan  dalam
jangka  waktu   1   (satu)  tahun  buku;

f.  memiiijam uang atas nama Perseroan untukjumlah yang melebihl
10%  (sepuluh  persen)  dari  jumlali  harga  nominal  saham  yang
disetor,   untuk  satu   kall   transaksi   dan   dalam  jangka   waktu   1
(satu)  tahun  buku;
harus  dengan  persetujuan  tertulls  dari  Dew

4,  a,   Untuk  menjalankan  perbuatan  huku
melepaskan hak atau menjadlkan jaminan utah
besar  harta  kekayaan  Perseroan  yang  merupaka
(Ilma  puluh  persen)  jumlah  kekayaan  l}e
transaksl  atau   lebih,   balk  yang   berkaitan
tldak,  Dlreksl  harus  mendapat  pers{
diwakill   para   pemegang   saham   ya
(tiga   per  empat)   bagian   darl  j
suara  yang  sah,  dan  keputusan
darl  3/4  (tlga  per  empat)
silara  yang  hadlr  dalam  RUP

n  darl

b.   Dalam   hal   kuorum   kehadlra
dalam sub a di atas ini tid
RUPS   kedua,   tanpa   di
dladakannya  pemanggllan  R

RUPS  kedua  d ise
paling  lambat 21  (du
dengan  syarat
RUPS  pertam
ditetapkan da

an  aca

selambatnya  7  (

Komisaris.

engallhkan,
atau sebagian

ebih  darl   50%
dalam  satu

givsama   lain   maupun
S  yang  dlhadlrl  atau

iki   paling   sedlklt   3/4
ruh   saham   dengan   hak

ah jlka  disetujul  oleh  leblh
eluruh  saham  dengan  hak

RuPS   sebagaimana   dlmaksud
i, maka dapat diadakan pemanggllan

engan  pengumuman  tentang  akan

kan  paling  cepat  10  (sepuluh)  harl  dan
satu) harl terhltung sejak RUPS pertama

yang  sama  sepertl  yang  dlperlukan  untuk
mengenal  persyaratan kLiorum sebagalmana

c di bawah lnl dan pemanggllan harus dllakukan
uh)  harl  sebelum  RUPS  tersebut,

c.   RUPS   kedua   adalah   sah   dan   berhak   mengambll   keputusan
yang menglkat apablla dlhadiri oleh pemegang saham yang  mewaklli
sedikitnya   2/3   (dua   per  tlga)   l}agian  darl  jumlah   selumuh   saham
dengan  hak  suara  yang  sah,  dan  keputusan  adalah  jlka  dlsetujul
oleh   lebih   dari   3/4   (tiga   per  emi)at)   bagian   darl   seluruh   saham
dengan  hak  yang  hadlr  dalam  RUPS  kedua.
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d.   Dalam  hal  kuorum  kehadiran  RUPS  kedua tldak tercapai,  maka
RUPS ketlga dapat diselenggarakan dengan sah dan berhak mengambil
keputusan  jlka  dihadirl  oleh  pemegang  saham  dari  saham  dengan
hak suara yang sah, dalam kuorum kehadlran dan kuorum keputusan,
serta   ketentuan   pemanggilan,   yang   ditetapkan   oleh   OJK,   atas
permohonan  Perseroan.

Dalam pemanggilan  RUPS ketiga menyebutkan
telah  diselenggarakan  dan  tidak  mencapai  kuor

5.   Perbuatan   hukum   berupa   transaksi   y
kepentingan harms dilakukan Direksi Perseroa

perundang-undangan  yang  berlaku  di

n sesua

ahwa RUPS kedua
ehadlran.

at  benturan
ngan ketentuan

bldana  Pasa

Direksi   tidak  dapat  menyediakan   pinj
uang  kepada  para  pemegang  saham

6.   Dalam     hal     Perseroan     me
bertentangan dengan kepentlnga
maka   Perseroan  akan  diwaklli  (
dalam   hal   Perseroan   memp
Direksl,  maka dalam hal ini P
satu   dan   lain   hal   dengan   tida

:::;;,;;:saesoar'a:ng!.anggotee
i.   terdapat perkara

Direksl  yang   ber

11.  anggota  Dlr

berbentur
ill.anggota    D

dimaksud  da

au   meminjamkan

kepentingan    yang
eorang  anggota  Direksi,
)ta   Direksi   lalnnya   dan
lngan   seluruh   anggota

diwaklli oleh  Dewan  Komlsaris,
engurangi   ketentuan   dalam

idak berwenang mewakili Perseroan

adllan antara Perseroan dengan anggota

ersangkutan mempunyai kepentingan yang
kepentlngan   Perseroan.

ang   diberhentikan   sementara   sebagaimana
Pasal  15  ayat  4  Anggaran  Dasar  inl,  terhitung

sejak keputusan pemberhentlan sementara oleh  Dewan  Komisaris
sampal  dengan  :
1) terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau  membatalkan

pemberhentian  sementara  tersebut;   atau
2) Iampaunya jangka waktu sebagaimana dlmaksud  pada Pasal  15

ayat  6  Anggaran  Dasar  lnl.
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b.   Dalam   l`al   tersebut  dalam   ayat   7.a   Pasal   ini,   yang   bei.hak
mewakili   Perseroan   (dengan   tldak   mengurangl   ketentuan   dalam
Anggaran  Dasar  ini)  adalah  :

i.   anggota    Dlreksi    lalnnya    yang    tldak   mempunyai    benturan
kepentlngan  dengan  Perseroan;

!i.  Dewan  Komisarls  dalam  hal  seluruh  anggota  Direksl  mempunyal
benturan  kepentingan  dengan  Perseroan;  atj|

ill.pihak  laln  yang   dltunjuk  oleh  RUPS  dala
Direks]  atau  Dewan  Komlsarls  mempunyai
dengan  Perseroan.

c.   Ketentuan  dalam  ayat  7.a  dan  7.b
ketentuan  Pasal  23  ayat  9  Anggaran  Das

8.   Preslden Dlrektur, Wakll Presld
bersama-sama   berhak  dan   berw
nana  Direksl  serta  mewaklll  Per

9.  Tanpa mengurangi tangg
tertentu  berhak  pula  menga
atau  kuasanya  dengan
suatu surat yang khusus,
sesuai  dengan  Anggara

Syarat  ya

10.  Segala tindakan dari
dengan  Anggaran

11.   Pembagian
dltetapkan oleh RUPS,
tugas dan w
Direksi.

Direkt

run  anggota
kepentingan

t]dak  mengurangi

dan seorang Dlrektur
ertlndak   untuk  dan  atas

ya, Direksi untuk perbuaton
1g  atau  leblh  sebagai  wakll

dltentukan  oleh  Dlreksi  dalam
ng yang demlklan harus dllaksanaken

anggota Direksl yang bertentangan
adalah  tldak  sah.

an   wewenang   setiap   anggota   Direksl
lam hal RUPS tidak menetapkan,  pembagian
ota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan

Rapat       Dlreksl

Pasal   13

1.   Rapat   Direksi   wajib   diadakan   secara   berkala   paling   kurang
1  (satu)  kall  dalam  setiap  bulan,  dan  dapat  diadakan  setiap  waktu
bilamana dlpandang  perlu atas permintaan seorang atau leblh anggota
Direksi atau atas permintaan tertulis darl seorang atau lebih anggota
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Dewan  Komlsaris,  atau  atas  permlntaan  tertulls  1  (satu)  pemegang
saham   atau   leblh   yang   bersama-sama   mewaklll   1/10   (satu   per
sepuluh)  bagian  darl jumlah  seluruh  saham  dengan  liak suara  yang
sah,  dengan  menyebutkan  hal-hal  yang  akan  dlbicarakan.

2.   Pemanggilan   Rapat   Dlreksl   dllakukan   oleh   anggota   Dlreksl

yang  berhak mewaklli Dlreksi  menumut ketentuan  Pasal  12 Anggaran
Dasar.

3.   Pemanggilan   Rapat  Dlreksl   harus  disam
tercatat yang  wajlb  dlterlma  oleh  (para)  angg
7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tlda
tanggal  pemanggilan  dan  tanggal  rapat.

Apabila  hal-hal yang  hendak dlbica

jangka   waktu   pemanggilan   itu   clap
kurang  darl   3   (tiga)   hari  dengan  t
pemanggilan  dan  tanggal  rapat.

4.   Pemanggilan   rapat  itu   harus
waktu,  dan  tempat  rapat.

5.   Rapat  Direksi  diadakan
tempat  keglatan  usaha  utama  Per

Apablla  semua  anggt
terlebih  dahulu  tersebu
diadakan  di  manapun  juga
rapat tersebut bern

6.   Rapat Direksi dl
Direktur  berha
mana   tidak
Direksl  akan
Presiden  Direktu

ng

engan  surat
I,  sedikltnya

mperhitungkan

egera dlselesalkan
kat   menjadi   tldak

perhitungkan  tanggal

ncantumkan acara,   tanggal,

at  kedudukan  Perseroan  atau

i  hadir  atau  diwakili,  pemanggllan
'Sya ratkan  dan  Rapat  Direksi  dapat

lam  wilayah   Republik  Indonesia   dan
mbil  keputusan yang sah dan mengikat.

oleh Presiden Dlrektur, dalam hal Preslden
au   tldak   hadlr  karena   alasan   apapun   hal

ibuktikan   kepada   pihak   ketiga,   maka   Rapat
oleh  Wakll  Preslden  Dlrektur,  dalam  hal Wakil
alangan atau tidak  hadlr karena alasan  apaun

hal  mana  tldak  perlu  dlbuktikan  kepada  plliak  ketiga,  maka  Rapat
Dlreksl  akan  dlplmpln  oleh  salah  seorang  anggota  Dlreksl  lainnya.

7.   Seorang  anggota  Dlreksl  dapat  dlwakili  dalam  Rapat  Dlreksl
hanya  oleh  anggota  Dlreksl  lalnnya  berdasarkan  surat  kuasa,

8.   Rapat  Direksi   adalah   sah  dan  berhak  mengambll  keputusan
yang   sah   dan   mengikat   apablla   sedlkitnya   leblh   dari   50%   (lima
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puluh  persen)  dari  jumlah  anggota  Direksl  nadir  dan/atau  dlwaklll
secara  sah  dalam  Rapat.

9.   Keputusan Rapat Dlreksl harus dlambll berdasarkan musyawarah
untuk  mufakat.

Dalam  hal  keputusan   berdasarkan  musyawarah  untuk  mufakat
tidak  tercapal  maka  keputusan  diambll  dengan  pemungutan  suara
berdasarkan  persetujuan  dari  sedlkltnya  leblh
persen)  darl  jumlah  anggota   Dlreksi  yang   ha
secara  sah  dalam  Rapat.

10.  a.   Setlap  anggota  Dlreksl  yang
1  (satu)  suara  dan  tambahan  masing-
setlap  anggota  Dlreksi  lain  yang  diwa

b.   Pemungutan  suara  dllakukan  s
menentukan lain tanpa  ada  keberat
dari  yang  hadlr.

c.   Suara blanko dan suara y;
secara   sah   dan   dianggap   tl
menentukan  jumlah  suara  yen

11.   Risalah  Rapat Direksi  harus
dalam   Rapat   yang   dl
ditondatangani oleh sell
Dlreksl yang hadir pada rapat
dan kebenaran Rlsa
anggota  Dlreksl  yan

yang   I)ersangkLutan
dalam  surat

Risalah   R
anogota  Dir

hadlr  bern
iasina  1  I !

%  (lima  puluh

Aatau   dlwak||i

mengeluarkan
)  suara  untuk

kecuali  Ketua  Rapat
rkan suara terbanyak

dlanggap tidak dlkeluarkan
ta   tidak   dlhitung   dalam

dibuat  oleh  seorang  yang  hadlr
eh   Ketua   Rapat   dan   kemudlan

ota Dlreksl dan/atau kuasa anggota
sebut, untuk memastlkan kelengkapan

Dlreksl tersebut dan dalam hal terdapat
menandatangani  Risalah  Rapat  Direksl,

menyebutkan  alasannya  secara   tertulls
yang dilekatkan  pada  Risalah  Rapat  Direksl.

##:'#jpThearkupkae{:gnab::i'g:::?kseaphutuunstaunkypaanr:
diambll  dalam  Rapat  yang  bersangkutan.

Apablla    Risalah    Rapat   Direksl   dlbuat   oleh    Notaris,    maka

penandatanganan  demikian  tidak  dlsyaratkan.
12.   Direksi   dapat  juga   mengambll   keputusan   yang   sah   tanpa

mengadakan  Rapat Direksl, dengan  ketentuan semua anggota  Dlreksi
telah dlberltahu secara  tertulls tentang  usul  keputusan dlmaksud dan
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semua anggota  Dlreksi memberikan persetujuan mengenai  usul yang
dlajukan  secara  tertulis serta  menandatangani  persetujuan tersebut.

Keputusan yang dlambll dengan cara demlklan mempunyal kekuatan
yang   sama   dengan   keputusan   yang   di   ambll   dengan   sah   dalam
Rapat  Dlreksi.

13.   Dlreksl wajlb mengadakan Rapat Dlreksl bersama Dowan Komlsaris
secara  berkala  paling  kurang  1  (satu)  kali  dalam

14.   Direksl   harus   menjadwalkan   rapat  se
dalam  ayat  1  dan-ayat  14  Pasal  lni,  untuk tall
berakhirnya  tahun  buku.

Dewan       Kom

Pasal   14

1.   Dewan   Komisaris   terdlrl
orang  anggota,  dengan  susunan

a . seorang Presiden  Komisaris

b. seorang   Wakll   Presiden   K

c.  1   (satu)  orang  anggota  Dewan
-Perseroan  wajlb  me

peraturan perundang-u
Pasar  Modal  di  Indonesia

2.  Satu perlode
5 (llma) tahun atau sa
1  (satu)  period
RUPS untuk in
waha sebelu
setelah anggota

(empat)  bulan.
na   dlmaksud

sebelum

nya   3   (tiga)

omlsarls  atau   lebih;

lsarls  lndependen  sesual  dengan
an peraturan yang berlaku dl bidang

tan anggota Dewan Komisaris pallng  lama
engan penutupan RUPS Tahunan pada akhir

tan dimaksud, dengan tldak mengurangi  hak
ntlkan anggota Dewan Komisaris tersebut sewatctu-
hatannya berakhlr, dengan menyebutkan alasannya

an Komisaris yang bersangkutan dlberi kesempatan
untuk  membela  dirt  dalam  RUPS  tersebut.

Pemberhentlan   demiklan   berlaku   sejak   penutupan   RUPS   yang
memutuskan   pemberhentian   tersebut,   kecuall   tanggal   lain   yang
ditentukan  oleh   RUPS.

3,   RUPS   dapat   mengangkat   orang   lain   untuk   mengisi  jabatan
seorang anggota Dewan Komisaris yang diberhentlkan darl jabatannya,
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atau   bllamana   terjadl   suatu   lowongan   dengan   tldak  mengurangl
ketentuan  dalam  Anggaran  Dasar.

4.  Anggota Dewan Komjsaris yang nasa jabatannya telah berakhlr
dapat  dlangkat  kembali.

5.  Anggota Dewan Komlsarls dapat dlberi gajl dan/atau tunjangan
yang  jumlahnya  dltentukan  oleh  RUPS.

6.  Apablla  oleh  suatu  set)ab  jabatan  anggot
lowong sehlngga jumlah anggota Dewan Komlsa
orang,  maka  dalam jangka  waktu  90  (sembil
terjadinya   lowongan,   wajlb   dlselenggarakan   RU
Iowongan  ltil.

Nasa ]abatan  seseorang  yang  dlangkat
tersebut  adalah  slsa  masa  jabatan
yang  jabatannya  telah  menjadi  low

7.  Seorang  anggota  Dewan  Ko
darl jabatannya, dan wajlb
dirl  tersebut  kepada

menyamp
Perseroa

sebelum  tanggal  pengundura
8.   Perseroan  wajib  menyelengg

permohonan pengundura
waktu  I)allng  lambat  9
surat  pengunduran  dlrl.

Kepada   anggot
sebagaimana terseb
jdaaYaa:aRus;3a#L:,

9.   Perser
masyarakat

i

darl  an

Dewan  Komlsarls
a darl 3 (tiga)

harl  setelah
untuk   menglsi

menglsl  lowongan
ta  Dewan  Komlsarls

rhak  mengundurkan  diri
permohonan pengunduran
nbat  30  (tlga  puluh)  hari

akan  RUPS  untuk  memutuskan
ota Dewan Komlsarls dalam jangka

n  puluh)  harl  setelah  dlterimanya

Komisaris   yang   mengundurkan   dlrl
s,  tetap dapat dimlntakan  pertanggung

omlsaris hingga seat pengunduran dirlnya

melakukan   keterbukaan   lnformasl   kepada
yampalkan  kepada  O]K  terkait  ayat  7  dan  8

Pasal lnl, sesual dengan peratiiran perundang-undangan dan peraturan
yang  berlaku  dl  Pasar  Modal.

10.  ]abatan  anggota  Dewan  Komlsarls  berakhlr  apablla  :
a, mengundurkan  dlri  sesual  dengan  ketentuan  Pasal  lnl;
b. tidak   lag]   memenuhi   persyarat@n   perundang-undangan   yang

berlaku;
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c.  meninggal  dunla;

d. diberhentlkan   berdasarkan   keputusan   RUPS;
e. dlnyatakan  palllt atau  dltaruh  dibawah  pengampuan  berdasarkan

silatu  keputusan  Pengad]lan.

Tugas      dan      wewenang      Dewan      Komisaris

Pasal   15

1.   Dewan  Komlsarls  melakukan  pengawas
Direksi   dalam   menjalankan   Perseroan   sert€
kepada   Direksi.

Dalam   rangka   mendukung   efektivita
tanggung  jawabnya  dalam  pengawasan  te
wajlb membentuk maiii}un menentuka
komlte  lainnya  sebagalmana  d
undangan yang  berlaku dan
serta   berkewajiban   melaku
komlte  tersebut  setiap  akhlr

2.   Anggota Dewan Komlsarls
sendlrl   setiap   waktu
memasukl bangunan

dalam
dan

atau  yang  dlkuasai  ole
pembukuan, surat dan alat bu
keadaan   uang   kas
segala  tlndakan  yan

3.   Dlreksl  d

penjelasan t
Komlsaris.

4.   Dewan  Kom

;ah'1

bljaksanaan
berikan   nasihat

anaan   tiigas   dan
Dewan  Komlsarls

komlte audit maupun
peraturan  perundang-

berlaku  dl  Pasar Modal,
terhadap  kineria   komlte-
Perseroan.

ersama-sama maupun sendlri-
eda   kantor   Perseroan   berhak
Li tempat lain yang dipergunakan
dan  berhak  memeriksa  semua

lalnnya, memerlksa dan mencocokkan
•laln   serta   berhak   untuk  mengetahul
lljalankan  oleh  Dlreksl.

anggota  Dlreksl  wajlb  untuk  memberlkan
egala  hal yang  ditanyakan  oleh anggota  Dewan

arls, setlap waktu  berhak memberhentikan untuk
sementara   seorang   atau   lebih   anggota   Dlreksl   dari  jabatannya,
apablla   anggota   Dlreksi   tersebut  bertindak  bertentangan   dengan
Anggaran  Dasar  dan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku
atau  melalalkan  kewajlbannya.

5.   Pemberhentian sementara itu wajib diberltahukan secara tertulis
kepada  yang  bersangkutan,  dlsertai  alasannya.
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6.   Dalam  jangka  waktu  paling  lambat  90  (sembllan  puluh)  harl
setelah   tanggal   pemberhentlan   sementara   ltu,   Dewan   Komlsarls
wajlb   untuk   menyelenggarakan   RUPS   untuk   mencabut   atau
menguatkan pemberhentlan sementara tersebut, sedangkan kepada
anggota Dlreksl yang diberhentlkan sementara ltu dlberl kesempatan
untuk  hadir  guna  membela  dlrl.

7.   Rapat  tersebut  dalam  ayat  6  Pasal  inl  dl|}i
Komisaris  dan  apabila  Presiden  Komisaris  tldak
tldak  perlu  dlbuktlkan  kepada  pihak  lain,  rna
Wakil  Preslden  Komlsarls dan apablla Wakll Presl
hadir,  hal  tersebut  tldak  perlu  dlbuktlkan  kepada
Rapat  diplmpln  oleh  salah  seorang  angg
hadlr,  maka  Rapat dlplmpln oleh salah sear
darl anfara mereka yang hadlr dan pe
sesual  dengan  ketentuan  yang
lnl.

8.   Apabila    RUPS    tersebu
diselenggarakan dalam jangk
tanggal pemberhentia n

terma

sementara
itu   menjadl   batal   deml
menjabat  kembali  jaba

9.   Apablla    seluruh    a
sementara  dan  Perseroan  ti
Direksi, maka untu
mengurus  Perseroa
kepada   seora
mei.eka   bers

10.   Dalam
menyelenggaraka

ta

pin  oleh  Presiden
hal  tersebut
iplmpin  Oleh

omlsarls tldak
ihak  lain,  maka

n  Komlsaris  yang
ang dlpllih  oleh  dan

RUPS hamus dllakukan
dalam  Pasal  21  dlbawah

ayat    6    Pasal    lnl    tldak
(sembllan puluh) hall setelah

aka I)eml)erhentlan sementara
an   yang   bersangkutan   berhak

Dlreksl    dlberhentlkan    untuk
ak  mempunyai  seorangpun  anggota

ara  Dewan Komlsaris dlwajlbkan untuk
am hal  demlklan  kekuasaan  sementara

eblh   dlantara   mereka   atas   tanggungan

lsl     tertentu,      Dewan      Komisarls     wajlb
RUPS  Tahunan  dan  RUPS  lalnnya  sesual  dengan

kewenangannya  sebagalmana  dlatur  dalam  Anggaran  Dasar  inl  dan
peraturan  perundang-undangan.

11.   Dewan   Komlsarls   dapat   melakukan   tlndakan   pengurusan
Perseroan  dalam  keadaan  tertentu  untuk  jangka  waktu  tertentu,
sebagaimana  dltetapkan  dalam  Anggaran  Dasar  lni  atau  keputusan
RuPS.
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Rapat      Dewan      Komisaris

Pasa'   16

1.   Rapat  Dewan  Komlsaris wajib  dladakan  paling  kurang  1  (satu)
kali dalam 2  (dua)  bulan,  dan dapat diadakan setlap waktu  bilamana
dianggap  perlu  oleh  salah  seorang  anggota  Dewan  Komlsarls  atau
atas  permintaan  tertulls  darl  Rapat  Direksi.         A

2.   Pemanggllan  Rapat  Dewan  Komisarls
Komlsarls  dalam  hal  Preslden  Komisaris
anggota  Dewan  Komisarls  lalnnya.

3.   Pemanggilan Rapat Dewan Komlsaris
anggota  Dewan  Komisarls  secara  langsun
tercatat  dengan  mendapat  tanda  t€
telex  atau  telefax,  yang  segera  dlt
sekurangnya 7 (tujuh) hari dan dal
harl sebelum rapat dladakan d
pemanggilan  dan  tanggal  rap

4.   Pemanggilan   rapat  ltu
waktu,  dan  tempat  rapat.

5.   Rapat Dewan Komi
atau  tempat  kegiatan

Apablla   semua   anggota
pemanggllan  terleb
Dewan Komisarls clap
keglatan usaha,tLtama
Republlk ln
dan   rapat
mengikat.

Presiden
seorang

Ikan kepada setiap
pun  dengan  surat

Iayak,  atau  dengan
dengan  surat  tercatat

ak sekurangnya 3 (tlga)
memperhltungkan tanggal

encantumkan  acara,  tanggal,

ken ditempat kedudukan Perseroan
rna  Perseroan.

ewan Komlsarls   hadir   atau   dlwaklll,
tersebilt  tidak  disyaratkan  dan  Rapat

dakan dltempat kedudukan atau dltempat
seroan atau ditempat lainnya dalam wllayah
mana yang dltentukan oleh Dewan Komisaris
ak   mengambll   keputusan   yang   sah   dan

6.   Rapat   Dewan   Komlsaris   dlpimpln   oleh   Presiden   Komisaris,
dalam  hal  Preslden  Komlsarls  tidak  dapat  hadlr  atau  berhalangan,
hal  mana  tldak  perlu  dlbuktlkan  kepada  plhak  ketiga,  maka  Rapat
akan d[plmpin oleh Wakll Pres]den Komisarls, dalam hal Wakil Presiden
Komisaris tldak dapat hadir atau  berhalangan,  hal  mana  tidak  perlu
dibuktikan   ke|)ada   plhak   ketlga,   maka   Rapat  akan   diplmpin  oleh
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salah  seorang  anggota  Dewan  Komisaris  yang  dlpillh  oleh  dan  darl
anggota  Dewan  Komlsaris  yang  hadir.

7.   Seorang anggota Dewan Komisaris lalnnya dapat dlwakill dalam
Rapat Dewan Komlsaris hanya oleh seorang anggota Dewan Komisaris
lainnya  berdasarkan  surat  kuasa.

8.   Rapat  Dewan  Komisaris  adalah  sah  dan  berhak  mengambil
keputusan   yang   menglkat   hanya   apablla   se
50%  (lima  puluh  persen)  darl  jumlal`  angg
yang  sedang  menjabat  nadir  dan/atau  dlwa
Rapat.

9.   Keputusan  Rapat Dewan  Komisaris
musyawarah  untuk  mufakat.

Dalam   hal   keputusan   berdasarka
tidak tercapal, maka keputusan dlam
dari  (para)  anggota  Dewan  Komi
secara  sah  dalam  Rapat.

10.   a.   Setiap   anggota
mengeluarkan  1  (satu)  suara
setiap  anggota  Dewan

b.   Pemungutan suar

Komisarls   I

menentukan  lain tanpa a
dari  yang  hadir.

c.   Suara blanko d
secara   sah   dan
menentukan  j

11.   Rlsala
hadlr dalam I
oleh   seluruh   ang

ra

ltnya   leblh   dari
an  Komisaris
ra sah  dalam

s  dlambll  berdasarkan

arali  untuk  mufakat
rkan suara terbanyak

hadir  dan/atau  diwakili

lsarls   yang   hadlr   berhak
mbahan  1  (satu)  suara  untuk

'n  yang dlwakllinya

dengan  lisan  kecuali  ketua  Rapat
ratan  berdasarkan  suara terbanyak

yang tidak sah dlanggap tidak dikeluarkan
tldak   ada   serta   tidak   dlhitung   dalam

yang  dlkeluarkan.
Dewan   Komisaris   dibuat  oleh   seorang   yang

ng dltunjuk oleh Ketiia Rapat dan ditandatangani
ota   Dewan   Komisaris   dan/atau   kuasa   anggota

Dewan Komlsarls yang hadir pada Rapat tersebut, untuk memastikan
kelengkapan dan kebenaran Rlsalah Rapat Dewan Komisarls tersebut
dan   dalam   hal   terdapat   anggota   Dewan   Komisarls   yang   tidak
menandatangani Risalah Rapat Dewan  Komisarls, yang  bersangkutan
wajib menyebutkan alasannya secai.a tertulis dalam  surat tersendirl
yang  dilekatkan  pada  Rlsalah  Rapat  Dewan  Komisarls.
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Risalah   Rapat   Dewan   Komisaris   ini   memui)akan   bukti   yang   s@h
untuk para anggota Dewan Komisaris dan untuk plhak ket]ga mengenal
keputusan  yang  dlambil  dalam  Rapat  yang  bersangkutan.

Apabila Risalah Rapat dlbuat oleh Notarls, maka penandatanganan
tidak   disyaratkan.

12,   Dewan  Komlsaris  dapatjuga  mengambll  keputusan yang  sah
tanpa mengadakan Rapat Dewan Komlsaris, deng
anggota  Dewan   Komlsarls  telah  dlberitahu  se
usul   keputusan   dlmaksud   dan   semua   ang
memberlkan persetujuan mengenal usul yang dlaj
serta  menandatanganl  persetujuan tersebut.

Kepiitusan yang dlambll dengan cara den
yang sama dengan keputusan yang diambil
Dewan   Komisaris.

13.   Dewan  Komlsarls  wajlb
bersama  Direksi  secara  berkala
4 (empat)  bulan.

14.   Dewan   Komlsarls   ha
dimaksud dalam ayat 1  dan ayat 1
sebelum  berakhlrnya  t

Rencan
dan

I.   Direksl
tahunan   Pe
persetujuan,

2.  Tahun

n semua
tentang

n   Komisaris
secara tertulis

npunyal kekuatan
sah dalam  Rapat

pat  Dewan  Komlsarls
1   (satu)   kal!  dalam

adwalkan   rapat   sebagalmana
asal lnl, untuk tahun berlkutnya

tahun      buku
n      tahunan

Pasal   17

encana kerja yang memuatjuga anggaran
Dewan   Komlsarls   untuk   mendapat

buku  dlmulal.

berjalan  darl  tanggal  1  (satu)  Januarl
sampal  dengan  tanggal  31  (tiga  puluh  satu)  Desember tahun  yang
Sama.

Pada  akhlr  bulan  Desember  tiap  tahun,  buku  Perseroan  dltutup.
3.   Dalam   waktu   I)aling    lambat   5   (lima)   bulan   setelah   buku

Perseroan   dltutup,   Direksi   menyusun   laporan   tahunan,   sesuai
ketentuan   peraturan   perundang-undangan   yang   berlaku   dan
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dltandatanganl  oleh  semua  anggota  Dlreksl  dan  Dewan  Komlsarls
untuk  dlajukan   kepada   dan   gi)na   mendapat   pengesahan   dalam
RUPS  Tahunan.

Laporan tahunan tersebut harus sudah disedlakan di kantor Perseroan
sebelum   tanggal   RUPS  Tahunan   dlselenggarakan,   dengan  jangka
waktu sebagalmana ditetapkan oleh perafuran perundang-undangan
dan  peraturan  yang  berlaku  dl  bidang  Pasar  Mo

Rapat      umum      pemegang

Pasal   18

1.  Rapat Umum Pemegang Saham (RU
a. RUPS Tahunan, sebagaimana d[maks

Dasar;

b. RUPS  lalnnya  selanjutnya  dal
Luar Biasa yaitu RUPS yang dl
kebutuhan.
2.   Istilah   RUPS  dalam  An

RUPS Tahunan dan RUPS Luar
lain.

3.  Satu  orang  atau
mewaklll  1/10  (satu  per
dengan  hak  suara,

Permintaan terse
dlsertai  alasannya.

4.  Perm
pada  ayat
i.   dilakukan

dapat  me

Perseroan adalah
asal  19 Anggaran

an  Dasar  disebut  RUPS
aktu-waktu berdasarkan

n  Dasar  berartl keduanya,  yaitu
dengan tegas dlnyatakan

ang  saham  yang  bersama-sama
)  bagian  darl jumlah  selurul`  saham

Into  agar  dlselenggarakan  RUPS.

kan kepada Dlreksl dengan surat tercatat

lenggaraan   RUPS   sebagaimana   dimaksud
I,   harus  :

ltlkad   balk;

il.  mempertlmbangkan   kepentlngan   Perseroan;
lil.merupakan   permlntaan  yang   membutuhkan   keputusan  RUPS;
iv.dlsertai dengan alasan dan bahan terkalt hal yang harus diputuskan

dalam  RUPS;  dan

v. tldak  bertentangan  dengan  peraturan  perundang-undangan  dan
Anggaran  Dasar  ini.
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5.   Dlreksl wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang
saham   dalam   jangka   waktu   paling   lambat   15   (lima   belas)   hari
terhltung    sejak   tanggal    permlntaan    penyelenggaraan    RUPS
sebagalmana  dlmaksud  pada  ayat  3  Pasal  lnl,  dlterlma  Direksi.

6.   Dalam   hal   Direksl   tldak   melakukan   pengumuman   RUPS
sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   5   Pasal   lnl,   pemegang   saham
dapat mengajukan kemball permintaan penyelengg
Dewan   Komlsarls.

7.   Dewan  Komlsaris wajlb  melakukan  peng
pemegang saham dalam jangka waktu  paling
hari   terhitung   sejak   tanggal   perml
sebagalmana d!maksud pada ayat 6 Pasal ln

8.   Dalam   hal   Direksl   atau   Dewan   Ko

pengumuman   RUPS   dalam  jangka
dalam  ayat  5,  dan  ayat  7  Pasal  i
wajlb  mengumumkan  :
I.   terdapat permlntaan penyel

sebagalmana  dimaksud  a
ii.  alasan   tldak   dlselenggarakann

dalam  jangka  waktu
diterlmanya  permlnt
saham  sebagalmana  dim
ini;

Pengumuman
a.1 (satu) sura

nasional;

b. situs  web
c.  sltus  web  Pers

raan RUPS kepada

UPS  kepada
15  (lima  belas)

nggaraan   RUPS
Dewan Komlsaris.

s   tldak   melakukan
bagalmana   dlmaksud

i  atau  Dewan  Komisaris

RUPS darl pemegang saham
t  5   Pasal   ini;   dan

RUPS;

]t   15   (llma   belas)   hari   sejak
RUPS  dari  pemegang

dalam  ayat  5,  dan  ayat  7  Pasal

allng  kurang  melalul  media  :

lan berbahasa Indonesia yang berperedaran

oan  dalam  Bahasa  Indonesia  dan  bahasa  asing,
dengan  ketentuan  bahasa  aslng  yang  dlgunakan  pallng  kurang
bahasa  lnggris,  yang   keduanya  memuat  lnformasi  yang  sama®
9.   Dalam   hal   Dewan   Komisarls  tldak  melakukan   pengumuman

RUPS   sebagalmana   dlmaksud   dalam   ayat   7   Pasal   inl,   pemegang
saham sebagalmana dlmaksud dalam ayat 3 Pasal lnl, dapat mengajuken
permlntaan   dlselenggarakannya   RUPS,   kepada   ketua   pengadllan
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negerl yang daerah rtukumnya mellputi tempat kedudukan Perseroan
untuk  menetapkan  pemberian  lzin  dlselenggarakannya  RUPS.

10.  Pemegang sat`am yang telah memperoleh penetopan pengadllan
untuk  menyelenggarakan  RUPS  sebagaimana  dimaksud  pada  Pasal
lnl,  wajib  :

a. melakukan pengumuman,  pemangglLan akan dlselenggarakan RUPS,
i}engumuman    rlngkasan    rlsalah    RuPS,
diselenggarakan   sesuai   dengan ketentuan
memperhatlkan  ketentuan  Anggaran  Das
berlaku  dl  bldang  Pasar  Modal;

b.melakukan   pemberltahuan   akan   dl
menyampalkan  bukti  pengumuman,  b
RUPS  Saham,   dan   bukti   peng
kepada   OJK,   atas   RUPS   yang
ketentuan  Pasal  lni,  dengan
Dasar  dan  peraturan  yang  be

c. melampirkan dokumen yang
jumlah kepemilikan saham
penetapan pengadllan untuk
pengadllan dalam pen
kepada  OJK  terkait
11.   Pemegang saham se

lnl,  wajib  tidak  me
waktu  paling  sedlkl

I)enyelenggaraan
atau  Dewan

Rapat

'ihkan

emuat

tas    RUPS yang
lnl,   dengan
aturan  yang

kan   RUPS   dan
anggilan,   rlsalah

asan   rlsalah   RUPS
lan   sesuai   dengan

n  ketentuan Anggaran
dl   bldang   Pasar  Modal;

ama pemegang saham serta
Perseroan yang tefah memperoleh

)n RuPS dan penetapan
sebagalmana dlmaksud pada huruf b,
mggarakan  RUPS  tersebut.
riana dlmaksud  dalam ayat 3  Pasal

kepemlllkan  sahamnya  dalam  jangka
in)  bulan  sqak  RUPS,  jika  permlntaan

dlmohonkannya  dlpenuhi  oleh  Direksi
ditetapkan  oleh  pengadilan.

pemegang      saham      tahunan
Pasal   19

1.   RUPS   Tahunan   dl   selenggarakan   tlap   tohun,   pallng   lambat
6 (enam)  bulan  setelah  tahun  buku  Perseroan  ditutup.

2.   Dalam   RUPS  Tahunan  :

a. Direksi   mengajukan   laporan  tahunan   yang   telah   dltelaah   oleh
Dewan Komjsaris untuk mendapatkan persetujuan RUPS Tahunan,
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laporan   tahunan   tersebut   sekurang-kurangnya   harus   memuat
laporan  keuangan  yang  telah  disusun  dan  diaudit  sebagaimana
ditentukan  oleh   peraturan   perundang-undangan  yang   berlaku,
termasuk  peraturan  dl  bldang  Pasar  Modal  dan  peraturan  Bursa
Efek   dl   tempat   dl   mama   saham-s@ham   Perseroan   dicatatkan,
serta  laporan-Iaporan  lain  serta  informasi  yang  dlsyaratkan  oleh
peraturan  perundang-undangan  yang  berla

b. Diputuskan  penggunaan  laba  berslh;

c.  dilakukan penunjukan akuntan publik yang t
kuasa   untuk   melakukan   penunjukkan   aku
terdaftar;

d. Jlka  perlu melakukan  pengangkatan d
anggota  Direksi  dan  Komlsarls  Persl

e. Dapat diputuskan  hal-hal  lain yan
mestlnya dalam Rapat sesuai d
3,   Pengesahaan dan/atau p

Tahunan,  berarti  memberlkan
jawab sepenuhnya kepada pa

Iunasa

atas   pengurusan   dan   pengawasa
tahun   buku   yang   lalu,
Laporan  Tahunan.

4.   Apablla      Direksi
menyelenggarakan
make  1  (satu)  peme
1/10  (satu
hak  suara
biaya  Perseri
yang  daerah

u pemberian
publik   yang

bahan susunan

n secara sebagaimana
entuan Anggaran  Dasar;

Laporan Tahunan oleh RUPS
dan pembebasan tanggiing

a  Direksi dan Dewan Komlsaris

yang   telah   dijalankan   selama
tlndakan  tersebut  tercemln   dalam

Dewan     Komisaris     lalal     untuk
nan pada waktu yang telah dltentukan

ham atau  leblh yang  memiliki sedlkltnya
bagian  darl  jumlah  seluruh  saham  dengan
ak  memanggll  sendlrl  RUPS  Tahunan  alas

mendapat lzln  darl  Ketua  Pengadilan  Negerl
meliputi  tempat  kedudukan  Perseroan.

Rapat    umum     pemegang    saham     luar    biasa

Pasal   20

Direksi atau Dewan Komisaris berwenang menyelenggarakan RUPS
Luar  Biasa,   dengan  memperhatikan  dan  sesuai  dengan  ketentuan
Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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Tempat      dan      pemanggllan      rapat      umum
pemegang      saham

Pasal   21

1.   RuPS  dapat  dladakan  dl  :
a. tempat  kedudukan  Perseroan;   atau
b. tempat  Perseroan  melakukan  keglatan  usah
c.  Ibukota provlnsl dl mana tempat kedudukan

usaha  utama  Perseroan;  atau
d. provinsl tempat  kedudukan  Bursa  Efek di  mane

dlcatatkan.
dengan  ketentuan  RUPS  tersebut  w

wllayah  Negara  Republik  Indonesia.

2.   Perseroan wajlb terlebih dahul`
mata   acara   rapat  kepada  O]K
sebelum pengumuman RUPS,
pengumuman   RUPS,   dalam
rapat  maka  Perseroan  waj]b
kepada   OJK  paling   lambat  pada
memperhatlkan ketentu
Pasar  Modal

3.   Paling    lambat   14    (e

::nmgaunmgug#::dRa¥PgivRE#
memberlkan   p
pemegang  sa
a.1 (satu) su

naslonal;

a;   atau

pat keglatan

am  Perseroan

rakan   dalam

yampaikan pemberitahuan
bat   5   (lima)   harl   kerja

memperhitungkan tanggal
at   perubahan   mata   acara

palkan  perubahan  mata  acara
at  pemangg[lan   RUPS,   dengan

ran perundang-undangan dl bldang

at   belas)   harl   sebelum   dllakukan
an   tldak   memperhitungkan   tanggal
)emanggilan,   pihak  yang  berhak  untuk

:?`i#gnkuTae#:ke:ar,u?e#:::us:::g:]eB::.akut:ra
I harlan berbahasa Indonesia yang berperedaran

b. sltus  web  Bursa  Efek;   dan
c. sltus web  Perseroan  dalam  Bahasa  Indonesia  dan  bahasa  aslng,

dengan  ketentuan  bahasa  aslng  yang  dlgunakan  paling  kurang
bahasa  lnggris,  yang  keduanya  memuat  lnformasi  yang  same.
Pengumuman  tersebut,  paling  kurang  memuat :

a. ketentuan  pemegang  saham  yang  berhak  hadlr  dalam  RUPS;
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b, ketentuan   pemegang   saham   yang   berhak   mengusulkan   mata
acara   rapat;

c.  tanggal  penyelenggaraan   RuPS;   dan

d. tanggal  pemanggilan  RUPS.

4.   Pemanggilan   untuk   RuPS   wajib   dilakukan   paling   lambat   21

ucandieyrtyukpe"

Wjnf°rmas,

tersebut.
S.   Pemanggllan   RUPS,  pallng   kurang

a. tanggal   penyelenggaraan  RUPS;

b. waktu   penyelenggaraan   RUPS;
c. tempat  penyelenggaraan   RUP
d. ketentuan  pemegang  saham
e. mata  acara  rapat  termasu

tersebut;
f.   informasi   yang   men

tersedia   bagl   peme
pemanggilan  RuPS

kanb

6,  Apablla  semua  pemega
hadir atau dlwaklll d
RUPS   sebagaimana
tldak menjadl
yang   sah   se
sedangkan   R

erhak  hadlr dalam  RUPS;

an  atas  setlap  mata  acara

han   terkait   mata   acara   rapat
am   sejak   tanggal   dilakukannya

engan RUPS  diselenggarakan.

g  saham  dengan  hak  suara  yang  sah
S, maka pengumuman dan pemanggllan

sud   dalam   ayat  3   dan   ayat  4   Pasal   lnl
alam RUPS tersebut dapat dlambll keputusan

glkat   mengenai   hal   yang   akan   dlblcarakan,
pat  dlselenggarakan   dl   manapun  juga   dalam

wilayah  Republik¥hdonesla.

7.   Usul  Pemegang  saham  akan  dlmasukkan  dalam  acara  RUPS,
jlka  :

a. Usul tersebut diajukan secara tertulis kepada Dlreksl oleh seorang
atau   lebih   pemegang   saham   yang   bersama-sama   mewakili
sekurang-kurangnya  1/20 (satu  per dua puluh) bagian darl jumlah
seluruh  saham  dengan  l`ak  suara;  dan
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b. Usul  tersebut  dlterlma  oleli  Dlreksl  pallng  lambat  7  (tujuh)  harl
sebelum  tanggal   pemanggllan  untuk  RuPS  yang   bersangkutan
dlkeluarkan;   dan

c. usul  tersebut,  dllakukan  dengan  itlkad  balk  mempertlmbangkan
kepentlngan  Perseroan,  menyertakan  alasan  dan  bahan  usulan
mata  acara  rapat,  usul  tersebut  merupakan  mata  acara  yang
membutuhkan ke|}utusan RUPS, serta tldak be
peraturan  perundang-undangan.
8.   Perseroan  wajlb  menyedlakan  bahan

pemegang  saham,  dengan  ketentuan :
a. Bahan   mata   acara   rapat  tersedla

pemanggllan  RUPS  sampal  dengan
jangka   waktu   lebih   awal   bllamana   d
peraturan  perundang-undangan

b. Bahan  mata  acara  rapat  yang
i.   salinan  dokumen  flsik,

tersedla  dl  kantor  Perse
pemegang  saham;  dan/

ii.  sallnan  dokumen  elektronlk,
melalui  sltus  web

c.  Dalam   hal   mata
Direksi dan/atau anggota
calon  anggota  D
akan   dlangkat  w
kurang  sej
RUPS;   ata

pada   wak

ak saat

Iambat pada s

entangan dengan

rapat  bagl

I   dllakukannya
araan  RuPS,  atau

an  dltetapkan  oleh

ersebut,  dapat  berupa
rlkan  secara  cuma-cuma  dan
@iminta  secara  tertulis  oleh

ng  dapat  dlakses  atau  dlunduh

mengenal   pengangkatan  anggota
ewan Komlsarls,  daftar rlwayat  hldup

n/atau  anggota  Dewan  Komisaris  yang
rsedia  :   dl   situs   web   Perseroan   paling

anggllan  sampai  dengan  penyelenggaraan

selaln  jangka   waktu   tersebut   namun   paling
penyelenggaraan RUPS, sepan]ang diatur dalam

peraturan  perundang-undangan.
9.   Ralat pemanggllan RUPS wajlb dllakukan, jlka terdapat perubahan

lnformasl dalam  pemanggllan  RUPS,  dengan  memperhatikan  hal-hal
sebagai  berlkut :
-   Dalam hal ralat pemanggilan RUPS, memuat informasi atas perubahan

tanggal  penyelenggaraan  RUPS  dan/atau  penambahan  mata  acara
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RUPS,  maka  wajlb dllakukan  |}emanggllan  ulang  RUPS  dengan  tata
care  pemanggllan  sebagalmana  dlatur  dalam  ayat  4  Pasal  inl;

-    Ketentuan  kewajlban  melakukan  pemanggilan  ulang  RUPS  tidak

berlaku   apablla   ralat   pemanggllan   RUPS   mengenal   perubahan
atas tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau  penambahan mata
acara  RUPS  dllakukan  bukan   karena  kesalahan  Perseroan,

:::%:rlsalahPlmplnan      risalah      dan      rlngka
rapat      umum      pemeg

Pasal  22

1.   RUPS  dlpimpln  oleh  seorang   angg
ditunjuk  oleh  Dewan  Komlsarls.

Dalam   hal   semua   anggota
berhalangan, maka RUPS dlplmpln ol

yang  ditunjuk  oleh  Direksl.
Dalam  hal  semua  anggota

maka  RUPS  dlplmpin  oleh  pe

yang  ditunjuk  darl  dan  oleh
2.   Dalam hal anggota

Komisarls   mempunyai
dlputuskan  dalam  RUP
Komisaris lainnya yang
dltunjuk  oleh  Dew

Apabila  semua   an
kepentingan,
yang  ditunju

Dalam   hal
Dlreksl mempunya

Dlreks

Dewan Ko

Komisar]s  yang

ris   tidak   hadlr   atau
anggota Dlreksi

k  l`adlr  atau  berhalangan,
am  yang  hadir dalam  RUPS

isaris yang ditunjuk oleh Dewan
kepentingan   alas   hal   yang   akan

UPS  dlpimpln  oleh  anggota  Dewan
nyai benturan kepentingan yang

Dewan   Komisaris  mempunyai   bentiiran
di|)impln oleh salah seorang anggota Dlreksl

seorang   anggota   Direksl   yang   dltunjuk   oleh
enturan kepentlngan atas hal yang akan diputuskan

dalam  RUPS,  maka  RUPS  dipimpin  oleh  anggota  Direksi  yang  tidak
mempunyal  benturan  kepentlngan.

Apablla   semua   anggota   Dewan   Komlsaris   dan   anggota   Direksi
mempunyai  benturan  kepentingan,  maka  RUPS  diplmpln  oleh  salah
seorang pemegang saham bukan pengendall yang dlpillh oleh mayoritas
pemegang  saham  lalnnya  yang  hadlr  dalam  RUPS.
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3,  Mereka yang hadlr dalam RUPS harms membuktlkan wewenangnya
untuk   hadlr  dalam   RUPS,   yaltu   sesual   dengan   persyaratan  yang
dltentukan oleh Dlreksl atau Dewan Komlsaris pada waktu pemanggllan
RUPS,  yang  demiklan  dengan  ketentuan  untuk saham yang  tercatat
di Bursa Efek, dengan menglndahkan peraturan perundang-undangan
dan  peraturan  yang  berlaku  di  bldang  Pasar  Modal  di  liidonesla.

4.   Dart  segala  hal  yang  dlt)icarakan  dan  dlput
wajlb  dlbuat  rlsalah  rapat  dan  rlngkasan  risala

Risalah   rapat   wajlb   dlbuat   dan   dltandat
rapat   dan   pallng   sediklt   1   (satu) orang   peme
ditunjuk  dart  dan   oleh   peserta   rapat,   I
tidak  disyaratkan  apabila  risalah  rapat  d

Risalah  Rapat  tersebut  menjadl   bukti  ya
Pemegang   Saham  dan   plhak  ketiga
sesuatu yang ter)adl dalam rapat,

5.   Ringkasan  rlsalah  RuPS,  p

a. tanggal   RUPS,   tempat   pel
RUPS,  dan  mata  acara  R

b. anggota  Dlreksl  dan  anggota  D
saat   RUPS;

c. jumlah  saham
RUPS   dan persentaseny
mempunyal  hak

d. ada  tldaknya
untuk  meng
terkait  in

e.jumlah   pe
atau memberik

ara

kan  dalam  RUPS,

h   pimpinan
saham   yang

ganan  tersebut
h  Notarls.

h  terhadap  semua
eputusan  dan  segala

disampaikan  kepada  O]K.
rang  memuat  informasi :
RUPS,   waktu   pelaksanaan

an  Komlsarls  yang  hadlr  pada

yang  sah yang  hadir  pada  saat
dari   jumlah   seluruh   saham   yang

¥a::,n:yeas:nmz:tna,:t::p:deamB:T:#npge#;art
saham   yang   mengajukan   pertanyaan   dan/

pendapat terkalt mata acara rapat, jlka pemegang
saham  diberi  kesempatan;

f.  mekanisme  pengambllan  keputusan  RUPS;

a. hasil  pemungutan suara yang  mell|}utl jumlah  suara  setuju,  tldak
setuju,  dan abstaln (tldak memberlkan suara)  untuk setiap mata
acara   rapat,   jlka   pengambllan   keputusan   dilakukan   dengan
pemungutan  suara;
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h. keputusan  RUPS;   dan
i.   pelaksanaan  pembayaran dlviden tunal  kepada  pemegang  saham

yang   berhak,   jlka   terdapat   keputusan   RUPS   terkalt   dengan
pembagian  dlvlden  tunal.
6.   Ketentuan media pengumuman pada Pasal 21 ayat 3 Anggaran

Dasar lnl, berlaku secara sesuai (mutat]s mutandls) untuk pengumuman
ringkasan  rlsalah  RUPS  tersebut,  dan  wajib  dilak
2  (dua)  harl  ker]a  setelah  penyelenggaraan

Kuorum,      hak      suara      dan

Pasal  23

1.   a.   RUPS   (termasuk   RUPS   untuk
Ekultas;

untuk  penambahan  modal
modal  dasar)  dapat  dllangsungk

(satu  per dua)  baglan  darl ju
hadlr afau dlwaklll,  kecuall apa
lain.

b.   Dalam   hal   kuorum
ayat  1   a  tldak  terca
kedua tanpa didahului
pemanggilan  RUPS.

c.   RUPS  kedua
dan  paling  lambat  2
pertama den
untuk    RUPS
kehadlran  se
yang  harus

kehadlra

paling  lambat

Efek   Bersifat

dan  dlsetor  dalam  batas
am  RUPS  Ieblh  darl  1/2

saham dengan hak suara,
Anggaran Dasar ini ditentukan

sebagaimana  dimaksud  dalam
pat  diadakan   pemanggilan   RUPS

gumuman tenteng akta diadakannya

arakan  paling  cepat  10  (sepuluh)   hari
puluh  satu)  hari  terhltung  sejak  RUPS

an aca ra yang sama sepertl yang diperlukan

#naa5Ft::aa;,kaTedna:::aju:I:rds¥:rna;:nmaknugogr,,aT
paling  lambat  7  (tujuh)  harl  sebelum  RUPS

kedua   tersebut.
d.   RUPS   kedua   adalah   sah   dan   berhak   mengambll   keputusan

yang  mengikat  apablla  dalam  RuPS  paling  sediklt  1/3  (satu   per
tiga)  bagian  darl  jumlah  seluruh  saham  dengan  hak  suara,  hadlr
atau  dlwakili,  kecuall apablla dalam Anggaran Dasar lnl dltentukan
lain.
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e.   Dalam  hal  kuorum  kehadlran  RUPS kedua tldak tercapal,  maka
RUPS ketlga dapat dlselenggarakan dengan sah dan berhak mengambil
keputusan  jlka  dlhadlri  oleh  pemegang  saham  dari  saham  dengan
hak suara yang sah, dalam kuorum kehadlran dan kuorum keputusan,
serta   ketentuan   pemanggllan,   yang   dltetapkan   oleh   OJK,   atas
permohonan  Perseroan.

Dalam pemanggilan RUPS ketlga menyebutkan
telah  dlselenggarakan  dan  tidak  mencapai

2.   Pemegang   saham  dapat  dtwaklll  oleh
atau  orang  lain  dengan  surat  kuasa.

Surat   kuasa   harus   dlbuat   dan   dlta
sebagaimana d itentukan oleh Direks i Persero
ketentuan undang-undang  dan  peratu
berlaku tentang bukti perdata serta
3  (tiga)  harl  ker|a  sebelum  tangg

Ketua   rapat  berhak  memlnta
pemegang  saham  diperllhatk

3.   Pemegang   saham   yang
surat  kuasa  dalam  RUPS  adalah
tercatat  dalam  Dafter  P
kerja sebelum tanggal
tanggal  ralat  pemanggllan

4.   Dalam  RuPS,
untuk  mengeluarkan

5.  Anggota
Perseroan  bo
yang   mereka
dalam  Demur

ahwa  RUPS  kedua
ehadlran.

saham   laln

ani   dalam   bentuk
gen memperhatlkan

clang-undangan  yang
da Dlreksi sekurangnya
g  bersangkutan.

rat  kuasa  untuk  mewakili
aktu  RUPS  diadakan.

hadlr   atau   diwakill   dengan
megang  saham  yang  namanya

Saham  per  tanggal  1  (satu)  l`ari
an atau  1  (satu) hari ker]a sebelum

in  memberlkan  hak  kepada  pemlliknya
tu)  suara.

ggota   Dewan   Komlsarls   dan   karyawan
indak selaku  kuasa  dalam  rapat,  namun  suara
ken   selaku   kuasa   dalam   RUPS  tidak  dihitung
Suara.

6.  Pemungutan suara mengenal dlrl orang dllakukan dengan surat
tertutup  yang  tidak  dltanda  tanganl  dan  mengenal  hal  lain  secara
lisan, kecuali apablla ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan
darl   1   (satu)   atau   let)Ill   pemegang   saham   yang   bersama-sama
mewaklll sedlkltnya  10% (sepuluh persen) dari jumlah selumuh saham
dengan  hak  suara  yang  sah.
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7.   Pemegang  saham  dengan  hak  suara  yang  hadlr  dalam  RUPS
namLin tidak mengeluarkan  siiara  (abstaln)  dianggap  mengeluarkan
suara  yang  sama  dengan  suara  mayorltas  pemegang  saham  yang
mengeluarkan  suara.

8.  Semua   keputusan   dlambil   berdasarkan   musyawarah   untuk
mufakat.

Dalam  hal  keputusan  berdasarkan  musyawa
tidak  tercapai  make  keputusan  adalah  sah
lebih   darl   1/2   (satu   per  dua)   baglan  darl  j
dengan  hak  suara  yang  hadlr  dalam  RUPS.

Apablla jumlah suara yang setuju dan tl

jika  mengenai  orang  harus dlundi, jika  me
usul  harus  dlanggap  ditolak.

9.  RUPS  untuk  memutuskan  tent
benturan kepentingan sebagalman
undangan di  bldang  Pasar Modal
berikut  :

a . pemegang saham yang
telah memberlkan ke-
disetujul oleh pemega
benturan

mempu

b. RUPS  dihadlrl  oleh  pemeg
leblh  darl  1/2  (s
dengan  hak  suara
lndepende
saham  ind
bag]an  da

yang   dimilikl

untuk  mufakat
lsetujul   oleh
uruh  saham

yhg.i:ibi:|ny,a#ka:

transaksl yang  mempunyai
am peraturan perundang-

dengan ketentuan sebagai

enturan kepentingan dlanggap
g  sama dengan keputusan yang

lndependen yang tidak mempunyal

ng  saham  lndependen  yang  mewaklli
ua)  bagian  darl  jumlah  seluruh  saham

sah  yang  dimiliki  oleh  pemegang  saham
in adalah sah jlka dlsetujui oleh pemegang

yang  mewakili  leblh  dart  1/2  (satu  per  dua)
h  seluruh  saham  dengan  hak  suara  yang  sah
pemegang  saham  lndependen;

c. dalam  hal  kuorum  sebagaimana  dlmaksud  pada  ayat  9  butir  b
Pasal   lnl   tldak  tercapai,   maka   dalam   RUPS   kedua,   keputusan
sah   apabila   dlhadirl   oleh   pemegang   saham   independen   yang
mewaklli  leblh darl  1/2  (satu  per dua)  bagian darl jumlah seluruh
saham  dengan  hak  suara  yang  sah  yang  dimllikl  oleh  pemegang
saham   independen  dan   disetujul  oleh   leblh   darl   1/2   (satu   per
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dua)   baglan   dari  jumlah   saham   yang   dlmlllkl   oleh   pemegang
saham  independen  yang  hadlr  dalam  RuPS  kedua;

d. dalam  hal  kuorum  kehadlran sebagalmana  dlmaksud  pada  ayat 9
butlr   c   Pasal   lnl   tldak   tercapal,   maka   RUPS   ketiga   dapat
dlselenggarakan  dengan  sah  dan  berhak  mengambll  keputusan
jlka dlhadirl oleh Pemegang Saham lndependen dart saham dengan
hak  suai.a   yang   sah, dalam   kuorum   kehadir
pemanggllan,   yang   dltetapkan   oleh   OJK,
Perseroan.
Dalam   pemanggilan   RUPS   ketlga   I
kedua   telah   diselenggarakan   dan
kehadiran.

e. Keputusan  RUPS  ketiga  adalah  sa
saham   lndependen  yang   mewak
persen)  saham  yang  dimlllkl  o
yang  hadir  dalam  rapat  terse
10.   Berkenaan dengan tran

oleh   peraturan   yang
dilakukan  oleh  Perseroan,  wajib
peraturan pemundang-un
Pasar  Modal.

11.   Pemegang   saham   da
mengikat   dl   luar
dengan hak suara
usul  yang  I

12.   Dala

pemegang sa
pemegang  saha

I

n  dan   ketentuan
permohonan

bahwa   RUPS
mencapa I    kuorum

tujul  oleh  pemegang
arl   50%   (lima   puluh

ang  saham  independen

rial sebagalmana ditetapkan
ng   Pasar   Modal,   yang   akan

kukan  dengan  memperhatikan
peraturan yang berlaku di bidang

t  juga   mengambll   keputusan   yang
ngan   syarat  semua   pemegang   saham
i secara tertul]s dengan menandatangani

ngutan   suara,   suara   yang   dikeluarkan   oleh
Iaku  untuk seluruh saham yang dimilikinya dan

Oak berhak memberikan  kuasa  kepada  leblh darl
seorang  kuasa  untuk  sebagian  darl  jumlah  saham  yang  dimllikinya
dengan  suara  yang  berbeda,  kecuall :

a. bank  kustodian  atau   perusahaan  efek  sebagai   kustodlan  yang
mewaklll  nasabah-nasabahnya  pemillk  saham  Perseroan;

b. manajer  ]nvestasi  yang  mewaklll  kepentingan  reksa  dana  yang
dlkelolanya.
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13.   Saham  Perseroan  tidak  mempunyai  hak  suara,  apabila  :
a. saham  Perseroan  yang  dikuasai  sendlrl  oleh  Perseroan;
b. saham  lnduk  Perseroan  yang  dlkuasal  oleh  anak  perusahaannya

secara   langsiing   atau   tidak   langsung,   atau   saham   Perseroan
yang dlkuasai oleh perseroan lain yang sahamnya secara langsung
atau  tldak  langsung  telah  dimlllkl  oleh  Perseroan;

c.  hal-hal lain sebagalmana diatur oleh peraturan p
dan  peraturan  yang  berlaku  dl  bldang   Pas

Penggunaan      laba

Pasal  24

1.   Rapat  Direksi  harus  mengajukan  us
mengenai  penggunaan dari laba
buku   sepertl   tercantum   dalam
disahkan  oleh   RUPS  tahunan,  d
berapa   jumlah   pendapat   bers,!h
dlpergunakan  sebagai  dana
dalam  Pasal  25  dlbawah  lnl,
dMden yang mungkin dibaglke
hak  dari  RUPS  untuk  in

2.   Dalam  hal  RUPS
maka laba  berslh setelah d
oleh  Undang-Unda

3.   Dividen   hanya

#pasn,gadna,:e##
pembayaran

Dlvlden  untuk

-undangan

RUPS  tahunan
n dalam suatu  tahun

gan   Tahunan   yang   telah
mana  dapat  dlnyatakan

belum   terbagi   yang   akan
sebagaimana  dimaksudkan

ul  mengenai  besarnya  jumlah
in lain dengan tidak mengurangi

ldak menentukan  pemuntukkan  lain,
ngl dengan cadangan yang dlwajlbkan

nggaran  Dasar  dlbagl  sebagal  dlvlden.

dlbayarkan  sesual  dengan   kemampuan
dasarkan   keputusan   yang   diambil   dalam

usan   mama   juga,   harus   dltentukan   waktu
tuk  divlden.

tu  saham  harus  dlbayarkan  kepada  orang  atas
nama  slapa   saham   ltu  terdaftar  dalam  Daftar  Pemegang  Saham
pada   hari   ker}a   yang   akan   dltentukan   oleh   atau   berdasarkan
wewenang   dart   RUPS   dalam   mama   keputusan   untuk   pembagian
dlviden  diambil.

Pembayaran divlden tunal kepada  pemegang  saham yang  berhak,
wajib   dllaksanakan    paling    lambat   30   (tiga   puluh)   hari   setelah
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pengumiiman  ringkasan risalah  RUPS yang  memutuskan  pembagian
dlviden  tunal.

Pengumilman  pelaksanaan  pembaglan  dMden  dilakukan  sesual
dengan  ketentuan  peraturan  yang  berlaku  dl  Pasar  Modal,

4.  Dlreksl berdasarkan keputusan Rapat Dlreksl dengan persetujuan
Rapat  Dewan  Komlsaris  I)erhak  untuk  membagl  dMden  sementara
apabila keadaan I(euangan Perseroan memungklnka
bahwa dividen sementara tersebut akan dlperh
yang akan dibaglkan berdasarken keputusan R
yang  dlambll  sesual  dengan  ketentuan  dalam  An

5.   Dengan   memperhatikan   pendapat
buku  yang   bersangkutan  darl  pendapata
dalam  neraca  dan  perhltungan  laba  rugi ya
tahunan  dan  setelah  dlpotong  Paja
tantleme   kepada   anggota D'reks
besarnya  dltentukan  oleh  RUPS.

wa6keuT,,:myaa,ntga#na£:ea,:hs:RE
ai  dlvl

kedalam  dana  cadangan  yang  kh
Dlviden   dalam   dana

oleh pemegang  saliam
10 (sepuluh) tahun dengan
tersebut  yang  clap

DMden yang tlda
milik  Perseroan.

dengan ketentuan
engan dMden

n berikutnya

Perseroan pada   tahun
sepertl  tersebut
i  dlsahkan  RUPS

llan,   dapat  dlberlkan
mlsaris   Perseroan   yang

n yang  tldak dlambll  dalam
untuk dibayarkan, dimasukkan

s  diperuntukkan  untuk  ltu.
khusus   tersebut,   dapat  dlambil

ak sebelum lowatnya jangka waktu
yampalkan buktl haknya atas dlviden

iterlma  oleh  Direksi  Perseroan
11  setelah  lewat  waktil  tersebut  menjadi

unaan      dana      cadangan

Pasa'  25

1.   Baglan  dari  laba  berslh  yang  dlsedlakan  untuk dana  cadangan
dltentuken oleh RUPS setelah memperhatikan usul Dlreksl (bllamana
ada) dan dengan menglndahkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

2.   Penyisihan laba  bersih untuk Dana cadangan dllakuken sampai
dengan  jumlah  pallng  sedikit  20%  (dua  puluh  persen)  darl  jumlah
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modal yang  ditempatkan  hanya dlgunakan  untuk menutup  keruglan
yang  dlderita  oleh  Perseroan.

3.   Jika  jumlah  dana   cadangan  telah   melebihi   20%   (dua   puluh
persen)  tersebut  maka  RUPS  dapat  memutuskan  agar jumlah  darl
dana  cadangan  yang  telah  meleblhl jumlah  sebagaimana  ditentukan
dalam  ayat  2  dlgunakan  bagl  keperluan  Perseroan.

Pengubahan      anggaran

Pasal   26

1.   Pengubahan anggaran dasar dltetapkan oleh R
oleh  pemegang  saham  yang  mewak]li  p
tlga)  bagian  darl jumlah seluruh saham de
dan keputusan adalah sali jlka disetu
tiga)   bagian  jumlah  seluruh  saham
dalam   RUPS.

Pengubahan  Anggaran  Dasa
Notaris  dan  dalam  bahasa  ln

2,   Pengubahan   ketentuan   A
pengubahan   nana,
waktu   berdirlnya
modal yang di tempatkan
dart  Perseroan tertutup menj
wajlb   mendapat   p
Manusia  Republlk  ln

3.   Penguba
yang  tersebu
Menterl  Huku
waktu   selaml

ul  Oler'

ran

S, yang dihadiri
ikit  2/3  (dua   per

ak suara yang sah,
bih  darl  2/3  (dua  per

hak  suara  yang   l`adir

harus  dibuat  dengan  akta

Dasar  yang   menyangkut
juan,   keglatan   usaha,   jangka

ariiya  modal  dasar,  pengurangan
tor dan pengubahan status Perseroan

dl  Perseroan terbuka atau  seballknya,
n   dari   Menteri   Hukum   Dan   Hak  Asasi

ran  Dasar  selain  yang  menyangkut  hal-hal
ayat  2  pasal  lnl  cukup  diberltahukan  kepada

Hak  Asasl   Manusia   Republlk  Indonesia  dalam
30   (tiga   puluh)   hari   terhitung   sejak  tanggal

akta  Notaris  yang  memuat  perubahan  Anggaran  Dasar  Perseroan.
4.  Apabila   dalam   RUPS   yarig   dlmaksud   dalam   ayat   1   kuorum

kehadiran  yang   ditentukan  tidak  tercapai,   maka   pallng   cepat   10
(sepuluh)  hall  dan  paling  lambat  21  (dua  puluh  satu)  hall  setelah
RUPS  pertama  ifu dapat diselenggarakan  RUPS  kedua dengan syarat
dan  acara  yang  sama  seperti  yang  dlperlukan  untuk  RUPS  pertama,
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kecuali  mengenai jangka  waktu  pemanggilan  hamus dllakukan  paling
lambat  7  (tujuh)  hari  sebelum  RUPS  kedua  tersebut.

Untuk  pemanggllan   RUPS   kedua  tersebut  tldak  perlu  dilakukan
pengumuman  terleblh  dahulu,  dan  keputusan  sah  apabila  dlhadiri
oleh   pemegang  saham  yang   mewaklll   pallng   sedlkit  3/5  (tiga  per
lima)  baglan dari jumlah selumuh  saham dengan hak suara yang  sah,
dan  keputusan adalah sah jlka dlsetujui oleh  lebl
dua)  bagian darl jumlah seluruh saham dengan
dalam   RUPS

5.  Apablla   dalam   RUPS   kedua   yang   dlmaks
kuorum kehadlran yang ditentukan tldak
dapat diselenggarakan dengan sah dan ber
jlka  dihadlrl  oleh  pemegang  saham
yang   sah,   dalam   kuorum   kehadlra
ditetapkan  oleh  OJK,  atas  permo

Dalam  pemanggilan RUPS
telah  diselenggarakan dan  tld

6.   Keputusan  mengenai  pen
secara  tertulis  kepada  semua   kre
oleh   Direksi   dalam   1   I
waktu paling  lambat 7 (
RUPS   Perseroan.

1.   Dengan
berlaku dalam  bid

darl  s

darl  1/2 (satu per
yang  hadir

dalam   ayat   4
ka RUPS ketlga

gambil keputusan
dengan  hak  suara

rum   keputusan  yang
rseroan.

!butkan bahwa RUPS  kedua
ai  kuorum  kehadiran.

an  modal  harus  diberltahukan
tur  Perseroan  dan  dlumumkan

u   lebih  siirat kabar  dalam  jangka
I terhltung sejak tanggal keputusan

peleburan,
dan      pemisahan

dahkan ketentuan peraturan perundangan yang
ng  Pasar Modal,  maka  penggabungan,  peleburan,

pengambllalihan dan pemisahan hanya dapat dllakukan berdasarkan
keputusan  RUPS yang  dlhadm oleh pemegang  saham yang  mewakill
pallng   sedikit   3/4   (tiga   per   empat)   baglan   dari   jumlah   seluruh
saham  dengan  hak  suara  yang  sah,  dan  keputusan  adalah  sah jlka
disetujul  oleh   lebih  dari   3/4  (tiga   per  empat)   bagian  dari  jumlah
seluruh  saham  dengan  hak  suara  yang  hadlr  dalam  RUPS,
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2,   Apabila   dalam   RUPS   yang   dimaksud   dalam   ayat   1   kuorum
kehadiran  yang   dltentukan   tidak  tercapai,   maka   paling   cepat   10

(sepuluh)  hari  dan  paling  lambat  21  (dua  puluh  satu)  hari  setelah
rapat  pertama  ltu  dapat  dlselenggarakan  RUPS  kedua  yang  dihadiri
oleh  pemegang   saham  yang  mewaklli  paling  sedikit  2/3  (dua   per
tlga)  baglan  darl jumlah  seluruh  saham dengan  hak suara yang  sah,
dengan  acara  dan  syarat yang  sama  sepertl  ya
RUPS  pertama  kecuali  mengenai  jangka  waktu
dilakukan paling  lambat 7 (tujuh)  harl sebelu

Untuk  pemanggilan   RUPS   kedua  tersebut  ti
pengumuman terlebih dahulu dan keputusan adalah
oleh   leblh   dari   3/4   (tiga   per  empat)
saham  dengan  hak  suara  yang  hadir

3.   Apablla   dalam   RUPS   kedua
kuorum kehadiran yang dltentukan
dapat diselenggarakan dengan sa
jika   dihadlrl  oleh   pemegang  s
yang  sah,  dalam  kuorum  ke
ketentuan pemanggilan, yang
PerDS:,ra°:np.emanggilanqde

telah  diselenggarakan
4.   Direksi   wajlb    mengu

berbahasa lndonesl
Indonesia   meng
pengambilal
pemanggila
perundang-
Modal.

kan  untuk
llan  harus

edua tersebut.
erlu   dllakukan

ah jlka dlsetujui

jumlah   seluruh

ksud   dalam   ayat   2
rcapal, maka  RUPS ketlga

tiiak'mengambll keputus:n
saham  dengan  hak  suara
kuorum  keputusan,  serta

an oleh OJK, atas permohonan

a menyebutkan bahwa RUPS kedua
mencapal  kuorum  kehadiran,

umkan   dalam   surat   kabar   harian
rperedaran luas dalam wilayah Republik

cana    penggabungan,    peleburan   dan
n paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum

engan  memperhatikan  ketentuan  peraturan
dan  ketentuan  yang  berlaku  dl  bldang  Pasar

Pembubaran      dan      likuldasl

Pasal   28

i.   Dengan menglndahken ketentuan peraturan pemundang-undangan
yang berlaku, maka pembubaran Perseroan dan pengajuan pemohonan
agar Perseroan dlnyatakan  pallit hanya dapat dilakukan berdasarkan
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keputusan  RUPS yang  dlhadiri  oleh  pemegang  saham  yang  mewaklll
pallng   sedikit   3/4   (tiga   per   empat)   bagian   dari   jumlah   seluruh
saham  dengan  hak suara  yang  sah,  dan  keputusan  adalah  sah jika
disetujui  oleh  leblh  darl  3/4  (tiga  per  empat)  darl  jumlah  seluruh
saham  dengan  hak  suara  yang  hadlr  dalam  RUPS.

2.   Apabila   dalam   RUPS   yang   dlmaksud   dalam   ayat   1   kuorum

{seehpaud,!ur:;hyaar|gdadit::i,unkgara#::2t:r:#:j'puTuahnI:I)jnhgar:espeatte|:3
ng  dlhadlrl

#ak2/s3u#auayapne:
I  yang  diperlukan

rapat pertama  ltu dapat diselenggarakan RU
oleh  pemegang  saham  yang  mewaklli  palin
tiga)   bagian  dari  jumlah  seluruh  saham  d
sah,  dengan  acara  dan  syarat yang  sam
untuk RUPS  pertama,  kecuall mengenal ja
harus  dllakukan  paling  lambat  7
tersebut.

Untuk  pemanggllan  RUPS   ked

pengumuman terleblh dahulu d
oleh   lebih   dari   3/4   (tiga   pe
saham  dengan  hak  suara  yang

3.   Apabila dalam   RUBS   ke
kuorum kehadiran yang
dapat dlselenggarakan den
jika  dlhadirl  oleh  pemegang
yang  sah,  dalam  k
ketentuan pemanggil
Perseroan.   DaLam
RUPS   kedua
kehadiran.

4.   Apabila

ut

aktu  pemanggllan
elum  RUPS  kedua

tidak  perlu  dllakukan
n adalah sah jika disetujui

baglan   darl  jumlah   seluruh
dalam  RuPS.

yang   dimaksud   dalam   ayat   2
n tidak tercapai, maka RUPS ketiga
h dan berhak mengambll keputusan

aham  darl  saham  dengan  hak  suara
ehadiran  dan  kuorum  keputusan,  serta

ng ditetapkan oleh OJK, alas permohonan
gilan   RUPS   ketiga   menyebutkan   bahwa

iselenggarakan   dan   tidak   mencapai   kuorum

roan dibubarkan,  balk karena  berakhirnya jangka
waktu   berdirinya   atau   dlbubarkan   berdasarkan   keputusan   RUPS
atau  karena  dinyatakan  berdasarkan  penetapan  Pengadilan,  maka
harms  diadakan  likuldasl  oleh  likuldator.

5.   Dlreksi  bertindak  sebagal  llkuidator  apabila  dalam  keputusan
RUPS  atau  penetapan  sebagalmana  dimaksud  dalam  ayat  2  tidak
menunjuk  llkuldator.
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6.   Upah bagl para likuldator ditentukan oleh RUPS atau berdasarkan
penetapan  Pengadllan.

7.  Anggaran dasar seperti yang termaktub dalam akta inl beserta
pengubahannya dlkemudlan harl tetap berlaku sampal dengan tanggal
disahkannya perhltungan likuidasi oleh RUPS berdasarkan persetujuan
dari  suara  terbanyak yang  dikeluarkan  secara  sah  dan  diberikannya
pelunasan  dan  pembebasan  sepenuhnya  kepada

8.   Slsa perhltungan llkuldasl harus dibaglkan
saham, masing-maslng akan menerima baglan
jumlah  nilal   nominal  yang  telah  dibayar
mereka  mlliki  maslng-maslng.

Peraturan      pe

Segala sesuatu yang tldak atau
dasar,  maka  RUPS  yang  akan

Selanjutnya para penghada
sepenuhnya  akan  kebenaran
sesual  dengan  tanda   pe
kepada  saya,   Notarls.

Para  penghadap dengan
memahaml  sepenul
sehingga sehubunga
dengan   ini   menyata
tersebut  serta
dan  setiap  a

ara  likuidator.

Pemegang
erbandingan

k  saham  yang

p diatur dalam anggaran

menyafakan dan menjamln
s  dari  para  penghadap,  yaitu

a   data-data  yang   dlsampalkan

ula  menyatakan  telah  mengertl  dan
luruh  dan  setiap  isl  dalam  akta  lnl,

hal tersebut dlatas make para penghadap
ertanggung  jawab   sepenuhnya   atas   hal
kan   Notaris   dan   para   saksi   atas  segala

ng  timbul.

emikian      akta       ini

Dlbuat  sebagal  mlnuta  dan  dllangsungkan  dl  Jakarta  pada  har]
dan  tanggal   sepertl   tersebut  pada   baglan  awal  akta   inl,   dengan
dlhadiri  oleh  para  saksi  :

1.Tuan   Ferry   Sanjaya,   Sarjana   Hukum,   Iahir   di   Bandung,   pada
tanggal   tlga   puluh   Desember   seribu   sembilan   ratus   delapan
puluh   empat   (30-12-1984),   swasta,   Warga   Negara   Indonesia,
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bertempat tinggal di Bandung, Jalan Raden Sasmitapura nomor 10,
Rukun Tetangga  004,  Rukun Warga 007,  Kelurahan  Kebon Jeruk,
Kecamatan   Andlr,    pemegang   Kartu   Tanda   Penduduk   nomor
3273053012840008,   untuk   sementara   berada   di   Jakarta;

2. Nyonya  Linawaty,  lahir  dl  Jakarta,  pada  tanggal  due  puluh  enam
Jilnl  seribu  sembllan  ratus  delapan  puluh  (26-6-1980),  swasta,
Warga   Negara  lndonesla,   bertempat  tinggal
Kebon  Kosong  16/138,  Rukun  Tetangga  002,
Kelurahan   Kebon   Kosong,   Kecamatan   K
Kartu   Tanda   Penduduk   nomor   317103660
keduanya  pegawai  pada  kantor Notaris.

Setelah   akta   inl   dlbacakan   oleh   say
penghadap,  para  saksl,  makasegera  akta
para  penghadap,  para  saksi  dan  sa

Dlbuat dengan tanpa tambahan,
Asli  akta  ini  telah  ditandata

Dlberlk"ife

di   Jakarta   Pusat,
Warga 002,
Pemegang

ris,    kepada   para
ditandatangani  oleh

n dan satu penggantian.

gan  sempurna.

sallnan yang sama bunyinya

a  Administrasi  Jakarta  Barat

WAN   SOERODJO,   SH.,   MSI.

Hak   Clpta   dlllndungl   Undang-Uiidang

Dllarang   mengutlp   dan   memperbanyak

pERui4pERCFTAKAi\mEGARARA
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